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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 - - Alif ا

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te د

 Ṡa‟ Ṡ es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‟ Ḥ ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet dengan titik di atas ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ya ش

 Ṣad Ṣ es dengan titik di bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ de dengan titik di bawah ض

 Ṭa Ṭ te dengan titik di bawah ط

 Ẓa Ẓ zet dengan titik di bawah ظ

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

ٓ Ha‟ H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ya ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (‟). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:   

 

 

 

 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 
 

 

 

Contoh: 

   : kaifa 

  : haula 
 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

  

 
 

 

: māta 

: rāmā 

: qīla 

: yamūtu 
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4. Tā marbūtah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu tā‟ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā‟ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā‟ marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

: raudah al-atfāl  

: al-madīnah al-fādilah 

: al-hikmah  

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

: rabbanā 

: najjainā 

: al-haqq 

: nu‟ima 

: „aduwwun  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (      ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

 

Contoh: 

: „Alī (bukan „Aliyy atau A‟ly) 

: „Arabī (bukan A‟rabiyy atau „Arabiy) 

  
 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf بو 

(alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
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ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

: al-falsafah 

: al-bilādu 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

: ta‟murūna 

: al-nau‟ 

: syai‟un 

: umirtu  

 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Syarh al-Arba‟īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri‟āyah al-Maslahah 

9. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
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atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

        Dīnullāh        billāh 

       

Adapun tā‟ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

hum fī rahmatillāh 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam traliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr Hāmid Abū Zayd 

Al-Tūfī 

Al-Maslahah fī al-Tasyrī‟ al-Islāmī 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū  

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi.  
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Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta„ala 

saw .  = sallallahu „alaihi wa sallam 

as    = alaihi al-Salam 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

ABH = Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

Polres = Kepolisian Resor 

PPA  = Perlindugan Perempuan dan Anak 

DP3A = Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd 

Nasr Hāmid Abū 
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ABSTRAK 

 

 

Nuralia, Ningsih, 2024 “Penerapan Restorative Justice Melalui Diversi Pada 

Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu”, Skripsi Program Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Firmansyah. 

 

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Restorative Justice Melalui 

Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu bertujuan untuk 

mengetahui penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak 

di Kepolisian Resor Luwu; untuk mengetahui kendala yang dialami Kepolisian 

Resor Luwu dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan penerapan restorative 

justice melalui diversi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis 

empiris dengan pendekatan perundangan-undangan. Peneliti menganalisis data 

dengan model deduktif melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Penerapan 

restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor 

Luwu terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum didamaikan 

dengan mengutamakan pendekatan restorative justice melalui berbagai tahapan 

diversi. 2) Dalam pelaksanaanya terdapat kendala-kendala yang dihadapai 

kepolisian diantaranya; faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas beserta 

faktor penegak hukum belum memadai. Peneliti menyarankan pada aparat 

penegak hukum untuk melakukan sosialisasi secara mendalam pada masyarakat 

terkait perlindungan anak yang berkoflik dengan hukum dan pemahanan terkait 

makna dari konsep restorative justice. Segera melengkapi sarana dan fasilitas 

yang diperlukan dan penyidik melengkapi sertifikasi sebagai penyidik anak agar 

perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum mencapai keefektifitasan. 

 

Kata Kunci:  Penerapan, Restorative justice, Diversi, Tindak Pidana Anak, 

Hukum. 
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ABSTRACT 

Nuralia, Ningsih, 2024 “Implementation of Restorative Justice Through 

Diversion in Juvenile Crimes at the Luwu Regency Police Resort”, 

Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, 

Palopo State Islamic Institute. Supervised by Takdir and Firmansyah. 

 

This study discusses the Application of Restorative Justice through 

Diversion in Juvenile Crimes at the Luwu Resort Police with the aim of knowing 

the application of restorative justice through diversion in juvenile crimes at the 

Luwu Resort Police; to find out the obstacles experienced by the Luwu Resort 

Police in resolving juvenile crimes with the application of restorative justice 

through diversion. The type of research used is empirical juridical research with a 

legislative approach. Researchers analyzed data with a deductive model through 

several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The results of this study are: 1) The implementation of restorative justice through 

diversion in juvenile crimes at the Luwu Resort Police is carried out in 

accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal 

Justice System. Children in conflict with the law are reconciled by prioritizing a 

restorative justice approach through various stages of diversion. 2) In its 

implementation, there are obstacles faced by the police including; community 

factors, facilities and facilities factors along with inadequate law enforcement 

factors. Researchers advise law enforcement officials to conduct in-depth 

socialization to the public regarding the protection of children in conflict with the 

law and understanding of the meaning of the concept of restorative justice. 

Immediately complete the necessary facilities and investigators complete the 

certification as an investigator so that the protection of children in conflict with 

the law achieves effectiveness. 

 

Keywords: Implementation, Restorative justice, Diversion, Juvenile Crime, Law. 
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 الملخص

 

رطجٍق اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ ٍِ خلاه اىزسٌ٘و فً خشائٌ الأزذاس ” 0202نوراليا نينجسيه، 

، أطشٗزخ ثشّبٍح دساعخ اىقبُّ٘ اىذعز٘سي، ميٍخ “فً ششطخ ٍْزدغ ى٘ٗ

 .اىششٌؼخ، ٍؼٖذ ثبى٘ث٘ الإعلاًٍ اىسنًٍ٘. ثئششاف رقذٌش، ٗفشٍبّغٍخ

 

ه اىزسٌ٘و فً خشائٌ الأزذاس رْبقش ٕزٓ اىذساعخ رطجٍق اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ ٍِ خلا

فً ششطخ ٍْزدغ ى٘ٗ ثٖذف ٍؼشفخ رطجٍق اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ ٍِ خلاه اىزسٌ٘و فً خشائٌ 

الأزذاس فً ششطخ ٍْزدغ ى٘ٗ؛ ىَؼشفخ اىؼقجبد اىزً ر٘اخٖٖب ششطخ ٍْزدغ ى٘ٗ فً زو 

ٕ٘  خشائٌ الأزذاس ثزطجٍق اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ ٍِ خلاه اىزسٌ٘و. ّٗ٘ع اىجسش اىَغزخذً

ثسش قبًّّ٘ ردشٌجً رٗ ّٖح رششٌؼً. قبً اىجبزش ثزسيٍو اىجٍبّبد ثَْ٘رج اعزْزبخً ٍِ 

خلاه ػذح ٍشازو، ًٕٗ اخزضاه اىجٍبّبد، ٗػشض اىجٍبّبد، ٗاعزخلاص اىْزبئح. أٍب ّزبئح 

( ٌزٌ رْفٍز اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ ٍِ خلاه اىزسٌ٘و فً خشائٌ الأزذاس فً 1ٕزٓ اىذساعخ فًٖ 

ثشأُ ّظبً اىؼذاىخ اىدْبئٍخ ىلأزذاس. رزٌ  2112ىؼبً  11ى٘ٗ ٗفقبً ىيقبُّ٘ سقٌ  ششطخ ٍْزدغ

ٍصبىسخ الأطفبه اىَخبىفٍِ ىيقبُّ٘ ٍِ خلاه إػطبء الأٗىٌ٘خ ىْٖح اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ ٍِ 

( ْٕبك ػقجبد ر٘اخٖٖب اىششطخ فً رطجٍقٔ ٍْٖب: 2خلاه ٍشازو ٍخزيفخ ٍِ اىزسٌ٘و. 

ٍو اىزغٍٖلاد ٗاىَشافق إىى خبّت ػ٘اٍو ػذً مفبٌخ إّفبر اىقبُّ٘. اىؼ٘اٍو اىَدزَؼٍخ، ٗػ٘ا

ٌْٗصر اىجبزثُ٘ اىَغؤٗىٍِ ػِ إّفبر اىقبُّ٘ ثئخشاء رْشئخ اخزَبػٍخ ٍزؼَقخ ىيَدزَغ 

اىَسيً فٍَب ٌزؼيق ثسَبٌخ الأطفبه فً ّضاع ٍغ اىقبُّ٘ ٗفٌٖ ٍؼْى ٍفًٖ٘ اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ. 

اىف٘س ٗاعزنَبه اىَسققٍِ شٖبدح ٍسقق الأطفبه ززى رسقق إمَبه اىزغٍٖلاد اىلاصٍخ ػيى 

 .زَبٌخ الأطفبه فً ّضاع ٍغ اىقبُّ٘ فؼبىٍزٖب

 

:  اىزْفٍز، اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ، اىؼذاىخ اىزصبىسٍخ، اىزسٌ٘و، خشائٌ الأزذاس، الكلمات المفتاحية

 .اىقبُّ٘
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Anak 

adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa di masa mendatang terletak di 

tangan anak masa kini. Karenanya, untuk menciptakan generasi muda yang 

berkualitas mempersiapkannya merupakan sebuah kewajiban.
1
 

Arus globalisasi telah membawa banyak hal baru pada kehidupan 

masyarakat, tidak terkecuali pada anak dan remaja yang disebut sebagai kelompok 

masyarakat yang paling lemah dan paling mudah terpengaruh oleh hantaman 

lingkungan sosial. Dari banyaknya dampak positif yang dihadirkan oleh era 

globalisasi ini tentu saja tidak lepas dari dampak negatifnya, salah satunya yaitu 

semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi 

meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.
2
 

Anak dengan kelemahannya dalam menghadapi dampak negatif 

lingkungan sosial di era globalisai menyebabkan tidak jarang dari mereka menjadi 

pelaku kejahatan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus yang berkaitan dengan anak 

yang berkonflik dengan hukum menunjukkan peningkatan pada periode 2020 

hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan 

hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani 

                                                     

 
1
 Dani Ramdani, “Aspek Hukum Perlindungan Anak” (Jakarta; Kencana, 2020), 1. 

2
 Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia” (Bandung: Refika Aditama, 2012), 1. 
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proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai 

narapidana.
3
 Peningkatan ini, menjadi kekhawatiran bahwa anak-anak yang 

merupakan generasi penerus cita-cita bangsa mulai kehilangan moral dan arah 

untuk menjadi generasi yang lebih baik di masa depan. 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang awam dan memiliki 

keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai sistem yang ada. 

Pemeritah Indonesia telah merangkai sedemikian rupa peraturan guna melindungi 

generasi muda penerus bangsa diantaranya melalui Keputusan Peresiden Nomor 

36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteran Anak dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum 

perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. 

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sudah semestinya negara memberikan 

perlindungan kepadanya, dalam hal ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur 

secara khusus bentuk peradilan pada anak dengan tetap memperhatikan 

perlindungan pada anak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum terbagi dalam 

                                                     

 
3
 Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum,  Alarm 

bagi Masyarakat dan  Negara” Kompas.id, Agustus 29, 2023, 

https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-

bagi-masyarakat-dan-negara diakses pada tanggal 6 Maret 2023. 

https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara
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tiga kategori berbeda yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam 

hal ini, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus 

adalah anak (berusia 12 tahun tetapi belum, berusia 18 tahun) melakukan suatu 

perbuatan yang secara in abstrakto masuk dalam peraturan pidana berarti 

perbuatan yang menyalahi norma-norma yang ada di masyrakat, yang berakibat 

adanya penerapan pidana. Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan telah tertera pada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian 

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban 

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. 

Dijelaskan pula terkait diversi pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar 

peradilan. Selanjutnya dalam pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan 

pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
4
 

Restorative justice dianggap cara berfikir atau pradigma baru dalam 

memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Konsep 

                                                     

 
4
 Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan 

Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Meta-Yuridis 2 No. 1 

(2019), 83-84. 
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pendekatan restorative justice lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi 

keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya. Mekanisme 

proses peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses 

dialog dan keseimbangan antara korban dan pelaku.
 5
 

Bertitik tolak dari permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang 

harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus 

ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai 

garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup 

besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan 

pelindung serta pengayom masyarakat. Kepolisian sebagai penegak hukum yang 

pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana 

anak adalah melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan 

cara pengalihan (diversi). 

Penerapan restorative justice melalui diversi dalam hal penanganan 

perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan di Kepolisian 

Resor Luwu (Polres Luwu). Saat ini, di wilayah Kabupaten Luwu tidak luput dari 

keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak yang berkonflik 

dengan hukum dengan jenis tindak kriminalitas yang dilakukan berbeda-beda, 
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 Slamet Riadi, Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Utara) Jurnal IUS 4 No.2 (2016), 126. 
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bahkan keberadaan anak yang menjadi korban pun masih mengalami peningkatan. 

Hal ini didukung dengan wawancara melalui survey singkat bersama salah satu 

anggota Polres Luwu yang menyatakan bahwa terdapat kasus yang melibatkan 

anak serta restorative justice merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan 

melalui diversi.
6
 Hal tersebut didukung pula dengan beberapa artikel berita yang 

mencetuskan terkait beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di 

Kabupaten Luwu di antaranya melakukan pengrusakan secara bersama-sama yang 

dilakukan oleh 7 orang remaja dengan kisaran usia 16 hingga 17 tahun.
7
 

Kemudian tawuran antar pelajar yang mengakibatkan berapa kerusakan pada 

motor dan jendela sekolah.
8
  

Menjaga dan memberikan perlindungan anak merupakan kewajiban bagi 

setiap aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia. Pemidanaan bagi 

anak memberikan dampak yang sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi 

pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat 

ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa, 

sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan yang kemudian bertentangan 

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menuntut kesadaran akan 

hukum 

                                                     

 
6
 Wawancara dengan anggota Kepolisian Resor  Luwu, tanggal 26 Februari 2024 di 

Kantor Kepolisian Resor Luwu. 
7
 Andi Fitria Kambau, “Lakukan Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama, 7 

Remaja di Luwu Diamankan Polisi” Ritme.co.id, Januari 16, 2023, https://ritmee.co.id/lakukan-

tindak-pidana-pengrusakan-secara-bersama-sama-7-remaja-di-luwu-diamankan-polisi/  diakses 

pada tanggal 1 April 2024. 
8
 Chalik Mawardi, “Motor Rusak Hingga Jendela Imbas Tawuran Antar Pelajar di 

Belopa” TribunLuwu.com, Januari 22, 2022 https://makassar.tribunnews.com/2022/01/22/motor-

rusak-hingga-jendela-pecah-imbas-tawuran-antar-pelajar-di-belopa?page=2 diakses pada 

tanggal 1 April 2024. 

https://ritmee.co.id/lakukan-tindak-pidana-pengrusakan-secara-bersama-sama-7-remaja-di-luwu-diamankan-polisi/
https://ritmee.co.id/lakukan-tindak-pidana-pengrusakan-secara-bersama-sama-7-remaja-di-luwu-diamankan-polisi/
https://makassar.tribunnews.com/2022/01/22/motor-rusak-hingga-jendela-pecah-imbas-tawuran-antar-pelajar-di-belopa?page=2
https://makassar.tribunnews.com/2022/01/22/motor-rusak-hingga-jendela-pecah-imbas-tawuran-antar-pelajar-di-belopa?page=2
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pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berkonflik dengan 

hukum.
9
  

Sulawesi Selatan hanya memiliki satu Lembaga Khusus Pembinaan Anak 

yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang menampung 

tempat narapidana, baik narapidana anak maupun dewasa yang menyebabkan 

kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi anak dalam menjalankan 

proses pembinaannya.
10

 Sedang di Kabupaten Luwu hanya terdapat sel di 

Kepolisian Resor Luwu dan Lapas terdekat yang berada di Kota Palopo. Untuk 

menghindarkan anak dari dampak pemidanaan yang buruk penyidik pada 

Kepolisian memiliki peranan penting maka proses penyelesaian yang diutamakan 

adalah melalui diversi dengan penerapanI konsep restorative justice. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan 

restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor 

Luwu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana 

anak di Polres Luwu? 

2. Apa kendala yang dihadapi Polres Luwu dalam proses penyelesaian perkara 

                                                     

 
9
 Diah Ratna Sari, Gde Made Swardhana, “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam 

Sistem Perdilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar”,  

Jurnal Legilasi Indonesia, 18 Nomor 3 (September 2021), 395. 
10

 Ahmad Syafar Shaleh, Syamsuddin Maldun, Juharni, “Efektivitas Pembinaan 

Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”, Journal Of 

Public Service and Administration 1, Nomor 2 (2022), 96. 
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tindak pidana anak dengan penerapan restorative justice melalui diversi? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini tentu memiliki tujuan, baik itu akademik maupun kalangan 

masyarakat dalam kehidupan bersosial. Berikut tujuannya: 

1. Untuk mengetahui penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak 

pidana anak di Polres Luwu. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres Luwu dalam penerapan 

restorative justice melalui diversi.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

yaitu diantaranya:  

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber 

informasi dilingkungan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN 

Palopo. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman, pengetahuan dan 

gambaran utuh tentang Penerapan Restorative Justice Melalui Diversi pada 

Tindak Pidana Anak Di Polres Luwu. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan referensi keilmuan 

untuk peneliti yang akan datang yang berhubungan dengan Penerapan Restorative 

Justice Melalui Diversi pada Tindak Pidana Anak Di Polres Luwu. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Penelitian terdahulu yang relavan memiliki tujuan untuk mendapatkan 

perbandingan atau acuan sehingga peneliti mencoba melakukan penelusuran 

terhadap penelitian terdahulu guna menghindari anggapan kesamanaan pada 

penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Skripsi Nurul Magefirah dengan judul “Penerapan Restorative Justice 

Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur” Program Studi 

Hukum Tata Negara IAIN Palopo Tahun 2023 menunjukkan bahwa penelitian 

ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang bersifat normatif-

empiris dengan jenis peneltian kualitatif. Penelitian ini melibatkan beberapa 

pihak yang berwenang dalam hal penerapan restorative justice  di Kabupaten 

Luwu Timur, di antaranya; Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur, Kepala 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri 

Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 

Bidang Rehabilitasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak Kabupaten Luwu Timur, dan Anak Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan 

hal tersebut, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di Kabupaten Luwu 

Timur restorative justice berhasil diwujudkan semaksimal mungkin 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tantang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang menandakan bahwa adanya perdamaian yang 
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dicapai. Walapun dengan adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya 

seperti pada faktor penegak hukum yaitu ketidaktersedian perwakilan Bapas di 

Kabupaten Luwu Timur, masyarakat yang masih menganut pandangan bahwa 

setiap perbuatan pidana maka seharusnya dijatuhi hukuman pidana, serta faktor 

sarana dan fasilitas yang belum memadai.
11

 

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara 

penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. 

Pada penelitian di atas memiliki cakupan fokus penelitian yang sangat luas 

yaitu dengan meneliti di berbagai instansi-instansi maupun pihak yang 

berkonflik seperti; Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur, Kepala 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri 

Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 

Bidang Rehabilitasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak Kabupaten Luwu Timur, Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu 

anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban serta 

keluarga pihak yang terlibat dalam kasus anak yang berhadapan dengan 

hukum.  Sedang, penelitian penulis benar-benar memfokuskan pada proses 

penyidikan dan penerapan restorative justice melalui diversi di Kepolisian 

Resor Luwu serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sebagai penguatan data. 
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Adapun persamaan yang dimiliki yaitu terdapat pada metode penelitian 

yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif serta penelitian 

yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pada tindak pidana anak yaitu 

restorative justice. 

2. Jurnal Aryani Witasari dengan judul “Implementasi Diversi guna Mewujudkan 

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Tahun 2019. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan dengan kesimpulan hasil penelitian bahwa merupakan kewajiban 

melakukan diversi dengan pendekatan restorative justice dalam proses 

peradilan pada anak yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan cara baik dalam upaya 

memberikan perlidungan pada anak pada proses peradilan pidana. 

Hasil penelitian bahwa kewajiban mengupayakan diversi dengan 

pendekatan restorative justice disetiap tahapan-tahapan dalam proses peradilan 

pidana anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan cara yang sangat baik dalam 

upaya memberikan perlindungan hukum pada proses peradilan pidana anak. 

Diversi sebagai langkah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mengutamakan 

pendekatan restorative justice yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah 

atau mediasi yang menekankan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula 
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secara kekeluargaan.
12

 

Bedasarkan hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan 

antara penelitian penulis dan penelitian tersebut di atas dengan perbedaan yang 

terdapat pada metode penelitian yang digunakan, peneliti sebelumnya 

menggunakan metode yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan atau 

penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan 

pustaka dan bahan sekunder. Sedang, penulis pada peneltian ini menggunakan 

metode yuridis empiris merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat 

dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta 

yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. 

Adapun persaman penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terkait 

penyelesaianya perkara tindak pidana anak melalui diversi dan restorative 

justice dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana anak. 

3. Skripsi Isna Mawar Sari dengan judul “Implementasi Diversi Terhadap Tindak 

Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara” Program 

Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Tahun 2023. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menganalisis data dengan model 

deskriptif kualitatif yaitu dengan memahami dan mengkaji data yang telah di 

peroleh secara sistematis. Penelitian tersebut kemudian memberikan hasil 

bahwa dalam hal implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan 

yang di lakukan oleh anak di Polres Luwu Utara dilakukan dengan berpedoman 
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kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana 

Anak dengan mementingkan kepentingan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan anak bila adanya musyawarah dan komunikasi 

yang baik antar kedua belah pihak dan akan berhasil jika ada kesepakatan antara  

kedua belah pihak untuk berdamai dan diversi tidak berhasil dilakukan bila 

pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 

anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan dari pihak korban yang tidak ingin 

melakukan musyawarah. 

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi diversi terhadap 

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Luwu Utara 

yaitu pertama kurangnya fasilitas ruangan sebagai alat dalam melaksanakan 

diversi seperti aula agar dalam melaksanakan musyawarah tidak ada yang 

membatasi antara keluaraga korban dan pelaku, ruangan untuk anak dan 

lembaga penempatan anak sementara, kedua pandangan masyarakat khususnya 

keluarga  korban yang dianggap berpihak kepada pelaku tindak pidana,banyak 

masyarakat yang belum paham tentang kewajiban dilaksanakannya diversi bagi 

anak pelaku tindak pidana sehingga masyarakat mengganggap bahwa penyidik 

berat seblah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban, 

dan terakhir sikap keluarga korban yang meminta biaya pengobatan terhadap 

korban tindak pidana terlalu tinngi tetapi pihak pelaku tindak pidana tidak 
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mampu membayar biayanya.
13

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian 

penulis yaitu terletak pada teknik analisis data yang digunakan. Peneliti 

sebelumnya hanya meggunakan teknik deskriptif kualitatif sedang penulis 

menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif dan teori faktor penegakan 

hukum yang digunakan penulis dalam menganalisis hambatan yang terjadi 

dalam penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak di 

Polres Luwu. Selain itu, perbedaan juga terletak pada fokus penelitian. Peneliti 

sebelumnya melakukan penelitian pada tindakan penganiayaan yang dilakukan 

oleh anak dengan penimplemetasian diversi. Sedangkan penulis, berfokus 

kepada penerapan restorative justice yang kemudian dilakukan melalui proses 

diversi pada anak yang berkoflik dengan hukum. 

Selain perbedaan juga terdapat persamaan, adapun persaman penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang 

digunaknan yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis empiris serta 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian perkara dengan 

diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. 
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B. Landasan Teori 

1. Tinjauan tentang Kepolisian 

a. Definisi Kepolisian 

Kepolisan didefinisakan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didefinisikan bahwa 

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dalam lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam undang-undang 

tersebut definisi kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya 

menyangkut persoalan fungsi lembaga dan posisi sesuai yang diataur dalam 

peraturan perundang-undangan.
14

 

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki 

ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politeia”, di 

Inggris “police” juga dikenal adanya istilah “constable”, di Jerman “polizei” di 

Amerika dikenal dengan “sheriff”, di Belanda “politie”, di Jepang dengan istilah 

“koban” dan “chuzaisho” walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan 

suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah 

pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah 

dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata “politeia” digunakan 

sebagai title buku pertama Plato, yakni “Politeia” yang mengandung makna suatu 

negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari 

pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.
15
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b. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian 

Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri 

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal 

mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI 

(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya 

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik 

Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya 

perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan 

kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
16

 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 

Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI 

tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha 

menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut 

atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala 

kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha 

yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah 

salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; dan 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas: 

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan;  

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan;  

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa; 

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

8. semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya: 
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9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; 

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib 

memperhatian perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan 

Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang 

Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara 

yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di 

Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4) 

UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas 

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. 
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2. Tindak Pidana Anak 

Tindak pidana atau starfbaarfeit adalah suatu perbuatan yang melanggar 

hukum yang dilakukan oleh sesorang sehingga kepadanya diberi hukuman. Suatu 

perbuatan atau tidakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila tindakan 

tersebut melanggar hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti dan saksi terhadap 

perbuatan tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.
17

 

Tindak pidana menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro merupakan perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Dapat juga 

dikatakan sebagai perbuatan yang menurut suatu atura hukum dilarang dan 

diancam hukum pidana. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana 

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. 

Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang 

menimbulkanya.
18

 

Posisi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bagi anak pelaku tindak pidana atau 

disebut dengan Offender pada Pasal 1 Ayat 3 adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Sedangkan bagi anak yang menjadi korban tindak 

pidana atau di sebut dengan Victim Pasal 1 Ayat 4 bahwa anak yang belum 

berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian 
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ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun anak yang menjadi saksi 

tindak pidana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 5 Anak saksi adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
19

 

Tindak pidana dalam hal ini yaitu terkait tindak pidana anak atau anak 

yang berkonflik dengan hukum yang merupakan tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah juvenile 

deliquency adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak muda 

yang merupakan gejala atau sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan 

remaja disebabkan suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga ereka 

mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.
20

 

Juvenile deliqueny dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beragam 

istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna 

tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa 

“Juvenile” berarti “anak” sedangkan “Deliquency” berarti “kejahatan”. Dengan 

demikian “Juvenile Deliquency” adalah “Kejahatan Anak”, sedangkan apabila 

menyangkut subjek atau pelakunya, maka juvenile deliquency berarti penjahat 

anak atau anak jahat.
21

 Adapun bentuk-bentuk kejahatan anak dapat dikategorikan 

sebagai barikut: 
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a. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala prilaku anak yang 

dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak 

dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang 

tua, lari dari rumah, dan lain-lain. 

b.  Kenakalan anak sebagai tindak pidana (juvenile delinquency), yaitu segala 

prilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan 

oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap 

belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.
22

 

Hukum Islam telah mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh anak yang dapat dilihat dari aspek yang mendasari atau akar dari kekhususan 

anak dalam hukum Islam yaitu dilihat dari kecakapan hukum (ahliyah al-„ada). 

Ilmu Usul Fiqih membahas tentang ketentuan mahkum alaih yaitu seorang yang 

layak dibebani hukum. Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi pada seoseorang 

yang dikategorikan sebagai mukallaf yaitu secara mandiri atau dengan bantuan 

orang lain memahami dalil hukum minimal sebatas memungkinnya mengamalkan 

isi ayat atau hadist Rasulullah saw. dan memiliki ahliyah al-ada‟, yaitu memiliki 

kecapakan bertindak secara hukum atau memiliki beban taklif. Seseorang dapat 

disebut sebagai mukallaf apabila telah memiliki kecakapan tersebut. Segala 

perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dituntut untuk melaksanakan 

segala perintah dan menjahui larangan. Kecakapan seperti ini dimiliki apabila 

seseorang telah dianggap sempurna akalnya. 
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Kecakapan dalam bertindak dibagi menjadi 3 keadaan yang dikemukakan 

oleh Abdul Wahhab Khallaf di antaraya; 

a. Tidak memiliki keahlian bertindak sama sekali, keadaan ini dimiliki oleh anak 

kecil dan orang gila. Perbuatan keduanya tidak dapat menimbulkan akibat 

hukum dalam perkataan, perbuatan, akad, dan pengelolaannya.  

b. Memiliki keahlian bertindak yang tidak sempurna Seorang anak yang telah 

memasuki usia tamyiz sebelum dewasa (balig) termasuk orang yang kurang 

akal, yaitu usia 7 tahun sampai sekitar 15 tahun. Akalnya tidaklah cacat atau 

hilang akan tetapi masih lemah. Sehingga apabila mereka melakukan tidak 

kejahatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain tidak di berlakukan 

padanya qisas akan tetapi dikenakan ta‟zir sebagai hukuman pendidikan 

(ta‟dib) serta ganti rugi berupa materi yang diambil dari hartanya atau harta 

orang tuanya. Karena akalnya yang belum sempurna atau lemah maka 

tanggung jawab pidana dianggap tidak sempura. 

c. Memiliki keahlian bertindak yang sempurna, orang balig dan memiliki 

keahlian sempurna pada di kaitkan dengan akal, akan tetapi harus 

dihubungkan dengan usia balig dikarenakan pada usia tersebut diduga telah 

adanya akal. Sedang dari sisi hukum berhubungan dengan alasan nyata balig 

bukan yang tidak tampak berakal. Oleh karenanya, orang balig baik sebab usia 

maupun tanda-tandanya dianggap berakal dan memiliki keahlian sempurna 

selama tidak ditemukan cacat pada akalnya.
23

 

Penulis beranggapan bahwa perlindungan terbaik bagi anak adalah 
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pembinaan atau didikan yang baik oleh orang tuanya. Orang tua atau keluarga 

merupakan masyarakat unit terkecil yang paling dekat dengan anak sehingga 

menjadi kewajiban bagi mereka untuk memberikan perlindungan pada anak-

anaknya. Melindungi anak dengan memberikan pendidikan terbaik merupakan 

upaya perlindungan terbaik untuk mencegahnya masuk kedalam lingkungan atau 

terpengaruh pada lingkungan yang menjerumuskannya ke hal hal buruk. 

Sejalan dengan pandagan Islam yang memandang anak dengan didasarkan 

pada keyakinan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi dan 

merupakan elemen kunci dalam kehidupan dunia. Al-Qur‟an memberikan 

pandangan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai hal yang berkaitan 

dengan pembentukan keluarga, pembinaan keluarga bahagia, pemeliharan dan 

pengasuhan anak setelah lahir. Al-Qur‟an memberikan bentuk perlindungan pada 

anak yang wajib diperhatkan bagi masyarkat muslim diantaranya; 

a. Pembentukan keluarga 

Agama Islam menggambarkan keluarga yang baik dengan istilah sakīnah, 

mawaddah, dan raḥmah, yang berarti keluarga yang tenang dan damai penuh 

suasana cinta kasih dan sikap saling menyayangi. Ayat-ayat yang berbicara 

tentang hal ini adalah QS. ar-Rūm ayat 21 

ٌْ أصَْ  ِْ أَّفغُِنُ ٍِّ ُْ خَيقََ ىنٌَُ  ٓۦ أَ ِٔ زِ ِْ ءَاٌََٰ ٍِ دَّحً َٗ َ٘ ٍَّ ٍْْنٌَُ  خَؼَوَ ثَ َٗ ب  َٖ ٍْ ا۟ إِىَ ٓ٘ خًب ىِّزغَْنُُْ ََٰٗ
  َُ ًٍ ٌَزفَنََّشُٗ ْ٘ قَ ذٍ ىِّ ىِلَ هَءَاٌََٰ َُّ فِى رََٰ خً ۚ إِ ََ سَزْ َٗ  

Terjemahya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
24

 

 

Q.S. ar-Rum ayat 21 memberikan sebuah pelajaran bahwa diciptakan 

pasangan-pasangan yaitu para istri-istri guna mendapatkan kehidupan yag tenang, 

tentram dan damai. Dengan menciptakan keluarga yang bahagia sesuai pada 

istilah sakīnah, mawaddah, dan raḥmah memberikan perlindungan bagi anak dan 

melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Peneliti 

beranggapan bahwa kehidupan kelurga yang harmonis akan menjadikan anak 

penuh kasih sayang. 

b. Pembinaan keluarga bahagia 

Al –Qur‟an memberikan petunjuk tentang pembinaan keluarga bahagia 

melalui cerminan Q.S al-Furqan ayat 74 yang berbunyi: 

 َِ زَّقٍِ َُ ٱخْؼَيَْْب ىِيْ َٗ  ٍِ حَ أػٍَُْ زِْبَ قشَُّ ٌََّٰ رسُِّ َٗ خَِْب  ََٰٗ ِْ أصَْ ٍِ َٕتْ ىَْبَ  َُ سَثَّْبَ  َِ ٌَقُ٘ىُ٘ ٱىَّزٌِ َٗ

 ًٍ ب ٍَ بإِ  

Terjemahnya: 

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah 

kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta 

jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”
25

 

 

Manusia diberi amanat kelahiran anak yang menjadi pelanjut generasi 

manusia, Allah SWT memperingati umat manusia yang telah sanggup menerima 

amanat keturunan tersebut berupa anak-anak yang harus di didik dengan baik, 
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 Al-Qur‟an, Surah Ar-Rum 30/21, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-

ayat/surah/30?from=21&to=21 diakses pada 29 Agustus 2024. 
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agar mereka tidak menjadi manusia yang zalim dan sangat bodoh. 

Peneliti beranggapan perlindunga anak dalam ayat ini digambarkan dengan 

pemberian pendidikan pada anak, menjaga mereka agar senantiasa dijalan yang 

benar agar ketika dewasa kelak mereka tidak akan menjadi zalim, akan tetapi 

mereka menjadi generasi penerus yang dapat enjadi pemimpin yang baik. 

c. Pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah lahir 

Ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak 

setelah lahir dapat dilihat dari Q.S at-Taḥrīm ayat 6 yang berbunyi 

ّْفغَُنُ  ا اَ ْٓ٘ ا قُ ْ٘ ُْ ٍَ َِ اَٰ ٌْ ب اىَّزِ َٖ ٓبٌَُّ ب ٌَٰ َٖ ٍْ اىْسِدَبسَحُ ػَيَ َٗ َٕب اىَّْبطُ  دُ ْ٘ قُ َّٗ ٌْ ّبَسًا  ٍْنُ يِ ْٕ َ ا َٗ  ٌْ

 َُ ْٗ شُ ٍَ ب ٌؤُْ ٍَ  َُ ْ٘ ٌَفْؼَيُ َٗ  ٌْ ُٕ شَ ٍَ َ بٓ ا ٍَ  َ َُ اللّه ْ٘ ىِٕنَخٌ غِلَاظٌ شِذاَدٌ لََّّ ٌؼَْصُ
يَٰٰۤ ٍَ ٦۝  

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 

adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

 

Orang tua memiliki peranan penting dalam pembinaan anak, mereka harus 

memiliki keteladanan agar mampu menjadikan anggota keluarganya memiliki 

sifat yang kuat, disiplin, memiliki pola hidup benar, sesuai dengan petunjuk 

agama. Selain itu, dalam pola pembinaan sangat diperlukan untuk memenuhi 

sarana dan prasarana yang menunjang dalam keberlangsungan pembinaan dan 

pendidikan dalam keluarga seperti ruang belajar, ruang sholat, dan membaca al-

Qur‟an serta fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pembinaan anak. Peneliti 

beranggapan bahwa pembinaan dengan kecakapan dan kelengkapan orang tua 

sangat diperlukan untuk menciptakan anak yang memiliki krakter yang baik. 
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Pembentukan karakter pada anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarganya yang merupakan lingkungan pertama bagi sang anak. Anak tumbuh 

dan berkemabang dengan asuhan dan perawatan orang tua dalam keluarga. Oleh 

karena itu, orang tua disebut sebagai madrasah utama bagi pembentukan pribadi 

anak. Dengan didikan yang baik dari orang tua diharapakan seorang anak dapat 

tumbuh dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat menentukan 

dengan baik perbuatan-perbuatan seperti apa yang baik dan tidak baik untuk 

dilakukan.
26

 

Bentuk pengasuhan pada anak tidak hanya terbatas pada mengawasi dan 

merawat anak saja, akan tetapi pendidikan, pembinaan pada anak merupakan hal 

yang sangat penting selain dari menciptakan anak yang memiliki moral juga 

melindungi anak dari segala pengaruh-pengaruh dunia sosial yang terus 

mengalami perubahan seiring dengan pekembangan zaman. 

3. Diversi 

Kata diversi secara etimologis, memiliki padanan arti dengan kata 

“divert” dalam Bahasa inggris memiliki arti “the act of changing the direction 

that somebody or something following, or what something is used for” yang 

dalam Bahasa Indonesia berarti suatu tindakan untuk mengubah haluan yang 

sedang di tempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau 

mengubah kegunaan yang biasanya digunakan.
27

 

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari 
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proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan hal ini berdasarkan perintah 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 7 ayat (1) yang apabila dikaitkan dengan maka dari kata divert maka hal 

tersebut sejalan yaitu dengan adanya perubahan haluan dari sesuatu dalam hal ini 

adalah penyelesaian perkara anak. 

Pendekatan ini ada sebagai pegharapan agar tidak terjadi lagi penyiksaan, 

pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan 

utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa 

melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan 

kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman 

pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.
28

 

Pemberian hukuman terhadap anak menurut konsep diversi bukan semata-

mata memberikan hukuman pada anak melainkan mendidik kembali dan 

memperbaiki kembali. Selain itu menghindarkan anak dari eksploitasi dan 

kekerasan. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan bahwa proses 

peradilan formal pada anak yang berkonflik dengan hukum lebih banyak 

menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan yang mendasari yaitu 

pengadilan memberikan stigmatisasi terharhadap anak atas tindakan yang 

dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya dari sistem peradilan 

pidana.
29

 Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. dari Malik dari 'Amru bin 

Yahya Al Muzani dari Bapaknya yang berbunyi 
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 ِٔ ِْ أثٍَِ ِ ػَ ًّ بصِِّ ََ ِِ ٌَسٍَْى اىْ شِٗ ثْ َْ ِْ ػَ بىِل ػَ ٍَ  ِْ ِ صَيَّى  ػَ َُّ سَعُ٘هَ اللَّّ أَ

 َٗ ٌَ قَبهَ لََّ ضَشَسَ  عَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ُ ػَيَ  . )سٗآ الإٍبً ٍبىل(.لََّ ضِشَاسَ اللَّّ
Artinya:  

 

“Dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa 

Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh membuat 

kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain”. 

(HR. Imam Malik).
30

 

 

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas merupakan suatu 

perbuatan yang merugikan. Menyebabkan kerugian harta, mencederai, bahkan 

meresahkan masyarakat. Namum dengan penyelesaian perkara yang dilakukan 

oleh anak apabila disamakan dengan yang di terapkan pada orang dewasa dapat 

menimbulkan bahaya atau mudarat baru bagi ana. Dengan ini, maka penyelesaian 

yang menimbulkan kerugian pada anak bukunlah suatu solusi yang tepat. 

Tidak terdapat ayat al-Qur‟an yang secara eksplisit menjelaskan terkait 

diversi, namun diversi dapat dikategorikan sebagai bagian dari perdamaian yang 

menjadi proses peyelesaian masalah non litigasi. Di antara yang terkait yaitu 

potongan Q.S al-Nisa ayat 128 

ب صُ   ََ ُٖ َْ ٍْ ُْ ٌُّصْيِسَب ثَ بٓ اَ ََ ِٖ ٍْ ازُْضِشَدِ فلََا خُْبَذَ ػَيَ َٗ ٍْشٌۗ  يْرُ خَ اىصُّ َٗ يْسًبۗ 

ّْفظُُ اىشُّرَّۗ   الََّْ

Terjemahnya: 

“Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, 

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walupun manusia itu 

menurut tabiatnya kikir.”
31
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Para mufassir menjelasakan bahwa secara khusus ayat ini mengenai 

perdamian antara suami dan istri saat ditakutkan terjadi nusyuz. Namun, semua 

perdamaian itu untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Tingkatan 

perdamain yang paling utama ialah kedua belah pihak melaksanakan apa yang 

menjadi tanggung jawabnya dan tanggungannya.
32

 

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim 

menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan 

pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang. Dalam 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak diperoses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur 

tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak 

terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninnya. Penggunaaan 

mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, 

hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang 

melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi 

tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam 

suatu proses peradilan.
33

 

Diversi memiliki tujuan untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran 
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hukum di luar pengadilan atau untuk menghindari sistem peradilan formal. Antara 

direksi dan diversi memiliki kesamaan yaitu dilatarbelakangi oleh keinginan 

untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas 

keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang 

paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas 

mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari 

dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari 

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak 

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. 

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak 

yang berkonflik dengan hukum maupun bagi korban.  

Baik diversi dan restorative justice adalah dua konsep dalam penyelesaian 

perkara pidana yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian di luar 

pengadilan. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya yaitu;  

a) Diversi adalah peralihan proses pidana formal ke proses diluar pengadilan yang 

ditujukan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum guna 

menghindarkan anak dari sistem peradilan formal dengan menawarkan 

alternatif penyelesaian yang lebih rehabilitatif. Diversi bertujuan melindungi 

kepentingan terbaik anak dan mencegah stigma negatif yang mungkin timbul 

dari hukuman formal. Sedangkan, restorative justice merupakan pendekatan 

penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara 
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pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki 

kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keharmonisan 

sosial, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku. 

b) Diversi berlaku khusus bagi anak-anak yaitu mereka yang berusia dibawah 18 

tahun yang secara eksplisit telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan fokus utamanya 

yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan, restorative justice Berlaku 

untuk semua pelaku tindak pidana, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan 

bisa diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana, meskipun lebih umum 

untuk kejahatan ringan atau kasus yang melibatkan kerugian sosial dengan 

fokus utama pada pemulihan korban dan pelaku. 

c) Diversi secara spesifik diterapkan pada tahap awal proses peradilan pidana 

anak, yaitu selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Undang-

undang mengharuskan upaya diversi dilakukan sebelum kasus anak dibawa ke 

pengadilan. Sedangkan restorative justice penerapannya lebih fleksibel dan 

tidak terikaat pada tahapan apapun bertujuan untuk mencapai kesepakatan 

pemulihan tanpa harus melalui seluruh proses litigasi. 

d) Diversi terbatas pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dibawah 7 

(tujuh) tahun pidana penjara serta bukan merupakan tindakan pengulangan hal 

ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dalam kasus berat diversi tidak dapat dilakukan. 

Sedangkan, restorative justice dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak 

pidana, terutama pada tindak pidana ringan, tindak pidana yang melibatkan 
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konflik sosial, dan tindak pidana di mana korban menginginkan pemulihan 

daripada penghukuman, dapat diterapkan pada kejahatan serius dengan syarat 

korban bersedia dan proses mediasi dianggap layak. 

e) Diversi diataur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yaitu 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak merupakan kewajiban hukum dalam setiap tahapan proses pidana anak. 

Sedangkan, restorative Justice tidak selalu diatur secara formal dalam Undang-

Undang yang spesifik, namun konsep ini banyak digunakan dalam sistem 

peradilan pidana diberbagai negara termasuk Indonesia. Penerapannya terdapat 

dalam banyak konteks hukum, termasuk perkara dewasa, kasus korupsi tertentu 

dan kejahatan yang melibatkan konsep sosial.  

f) Proses diversi mengharuskan negosiasi antara pelaku anak, korban, orang tua 

atau wali, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, atau 

hakim). Jika semua pihak sepakat, proses diversi menghasilkan suatu 

kesepakatan yang diterima oleh semua pihak untuk menyelesaikan kasus tanpa 

pengadilan. Proses ini formal dan terikat pada ketentuan hukum yang lebih 

ketat, karena tujuan utamanya adalah mencegah anak dari proses pidana 

formal. Sedangkan restorative justice melibatkan mediasi atau dialog yang 

dihadiri oleh korban, pelaku, dan pihak ketiga sebagai mediator. Fokusnya 

adalah pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemulihan. 

Kesepakatan dapat meliputi kompensasi, permintaan maaf, atau tindakan untuk 

memperbaiki kerugian. Restorative justice lebih luas dan dapat berfokus pada 

solusi yang melibatkan rehabilitasi pelaku dan pemulihan komunitas. 
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g) Diversi apabila berhasil memiliki hasil akhir penghentian proses hukum 

terhadap anak. Jika kesepakatan diversi tercapai dan dipenuhi, kasus anak tidak 

akan dilanjutkan ke pengadilan, dan pelaku anak tidak akan memiliki catatan 

kriminal formal. Sedangkan, restorative justice bisa beragam, mulai dari 

pemulihan kerugian korban, perjanjian untuk perbaikan sosial, kompensasi 

finansial, hingga pengakuan bersalah dan permintaan maaf. Pelaku bisa 

dikenakan kerja sosial atau rehabilitasi tanpa hukuman formal. Hasil restorative 

justice tidak selalu menghentikan proses hukum; dalam beberapa kasus, proses 

hukum bisa tetap berjalan tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana.
34

 

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang 

berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang 

harus dijalaninya dengan berrbagai kesepakatan yang ditawarkan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya; 

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban 

2. Rehabilitasi medis dan psikologis 

3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali 

4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau  

5. Pelayanan masyarakat selama 3 (tiga) bulan  

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
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Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebutkan beberapa hasil diversi diantaranya 

dapat berbentuk 

1. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian 

2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali 

3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau 

LPKS paling lama 3 (tiga) bulan 

4. Pelayanan masyarakat
35

 

yang kemudian dalam pelaksaan diversi tersebut telah terdapat rangakain 

pedoman dan evaluasi terhadap SPPA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah di 

antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (Dua belas) 

Tahun, dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan prosedur pelaksanaan diversi 

dari Tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan serta 

penanganan pada anak yang belum berumur 12 tahun. Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the 

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), yang dimaksud dengan 

diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk 

mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau 

menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal 
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antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan 

pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-

bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.36 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah: 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 

e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. 

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, 

setiap aparatur penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan 

dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama 

sebagimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga komponen tersebut tergabung 

dalam satu wadah yang sering disebut sistem pradilan pidana (criminal justice 

system), harus mampu berjalan secara bersinergi untuk membangun sistem hukum 

yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.
37

 

4. Konsep Restorative Justice 

Restorative justice merupakan model penyelesaian perkara pidana yang 

mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Memiliki 
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prinsip utama yaitu adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi warga sebagai 

fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi 

mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.
38

 

Albert Eglash mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, yaitu 

retributive justice, distributive justice, dan restorative justice. Albert Eglash 

menekankan bahwa keadilan restoratif harus melibatkan peran aktif semua pihak 

yang terkait dalam melakukan dialog dengan korban yang mengungkapkan 

dampak yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan pelaku menyadari dan dapat 

memahami secara langsung konsekuensi dari perbuatannya. Pelaku selanjutnya 

bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan upaya untuk 

memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan, bukan hanya menjalani 

hukuman sebagai bentuk pembalasan.  

Keadilan ini berorientasi pada perbedaan yang penting dalam 

retributivisme, yaitu antara retributive negative dengan retributive positive.  

Definisi restorative justice secara umum adalah ―restorative justice is concerned 

with healing victims wounds, restoring offenders to law abiding lives, and 

repairing harm done to interpersonal relationships and the community (keadilan 

restoratif berhubungan dengan pemulihan luka korban, memperbaiki pelanggar 

hidup taat hukum dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan untuk hubungan 

antarpribadi dan masyarakat).
39

 

Pandangan peneliti terkait restorative justice ialah bentuk peradilan pidana 
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yang menguatkan keharusan bertanggung jawab bagi pelaku, dibanding menerima 

balasan seperti menjalani masa tahanan yang kurang memuaskan bagi pihak 

korban. Restorative justice dalam hal ini mengutamakan kepentingan korban 

dengan melibatkannya berdiskusi dengan pelaku serta keluarganya dan pihak-

pihak terkait guna menyampaikan hal-hal yang perlu disanggupi oleh pelaku 

untuk memenuhi taggung jawabnya, berdiskusi untuk mencapai kesepakatan atau 

win-win solution yaitu sama-sama mencapai keuntungan pada semua pihak. 

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam 

penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, 

namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum 

dilakukan secara optimal. Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian 

perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus 

pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. 

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian 

perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan 

mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan  

pola hubungan baik dalam masyarakat.
40

 

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang 

lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi 
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pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan 

pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi 

untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil 

dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.
41

  

Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan 

bagian terpenting dari penerapan restorative justice. Dialog langsung antara 

pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang 

dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak hak dan keinginan-

keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku 

diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan 

menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan 

dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta 

berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau 

pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga 

dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). 

Restorative justice merupakan representasi segar dari bentuk keadilan 

yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan 

pelaku secara bersama-sama. Berlainan dengan pendekatan retributive justice 

yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Restorative justice 

mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku 

dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (sense of responsibility). 

Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, bahwa konsep restorative justice 
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adalah konsep yang return to traditional pattern atau konsep yang kembali ke 

pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung 

jawab pelaku. 

Konsep mengenai restorative jusctice terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana wajib 

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi: 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam 

undang undang ini; 

b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan 

umum; 

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama 

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau 

tindakan.
42

 

5. Teori Penegakan Hukum 

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai 

memuat kebenaran dan keadilan, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas 

para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi 

tugas dan tanggung jawab dari setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto bahwa 

masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain: 

a. Faktor Hukum: Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. 

b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian 

petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah 

baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah 

satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian penegak hukum. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas 

pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh 

perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi 

dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga 

dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. 

d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan 

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang 

tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 
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e. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang 

begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain.
43
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C. Kerangka berpikir 

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tekait penerapan restorative justice 

melalui diversi pada tindak pidana anak di Polres Luwu. Seperti yang diketahui, 

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak telah mengatur terkait segala bentuk penyelesaian perkara tindak 

pidana anak yaitu melalui diversi dengan tujuan untuk mencapai restorative 

justice atau keadilan restorative dan memberikan perlindugan pada anak yang 

kemudian ditinjau pula dari hukum islam sehingga sesuai tujuan dari terciptanya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak 

Penarapan restortive justice 

melalui diversi pada tindak 

pidana anak di Polres Luwu 

Perlindungan pada anak yang 

berhadapan dengan hukum  

Kendala dalam penerapan 

restorative justice melalui diversi 

di Polres Luwu 

Hasil Penelitian 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam 

perwujudan hal ini diperkirakan mengalami kendala-kendala tertentu yang 

menjadi pengahambat penyelesaian perkara tindak pidana anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataannya dalam masyarakat, merupakan metode penelitian lapangan (Field 

research) yaitu penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif-analitis 

denga pendekatan kualittif untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan 

restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak.
44

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di analisis. 

Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan atau penerapan hukum dalam 

masyarakat. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti guna memperoleh sampel data 

mengenai “penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak 

di Polres Luwu” yaitu dilaksanakan di Polres Luwu yang beralamatkan di Jl. 

Merdeka Selatan No.3, Senga Sel., Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi 

Selatan. 
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C. Definisi Istilah 

Untuk lebih memahami dan tidak ada kesalahpahaman, maka penulis akan 

mendeskripsikan definisi operasional variable. 

1. Kepolisian 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki 

peranan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta meberikan perlidungan, penayoman, dan pelayanan pada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam hal 

ini, peneliti berfokus kepada Kepolisian Resor Kabupaten Luwu. 

2. Restorative Justice 

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. 

3. Diversi 

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

4. Tindak pidana 

Moeljanto berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

 



45 

 

 
 

5. Anak  

Anak dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu 

diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. pada penelitian ini, 

peneliti berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang 

telah berumur 12 tahun, tetapi belum beruur 18 tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder: 

1. Data Primer, Field research atau penelitian lapangan dengan cara seperti 

interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan 

wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh 

melalui dokumen-dokumen yang dipandang meragukan. 

2. Data sekunder, adalah sumber data yang terdiri dari semua publikasi tentang 

hukum yang merupakan dokumen-dokume resmi, publikasi tentang hukum 

dapat berupa buku-buku, teks, kamus hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan.
45
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengagan teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

prilaku objek sasaran. 

2. Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dalam hal 

ini berkaitan dengan penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak 

pidana anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu. Wawancara yang 

dilakukan secara langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dalam penyelasain 

perkara tindak pidana anak. Dalam hal ini wawancara dilakukan bersama 

polisi pada Polres Luwu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, serta masyarakat Luwu. 

3.  Dokumentasi merupakan salah satau teknik atau metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk mengusut data historis, mengumpulkan data berupa hal-

hal atau variable beupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar dan 

sebagainya.
46

 

F. Teknik Pengelolaan Data 

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan pengabstrakan, serta proses penstransformasian data-
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data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. 

Mereduksi data berarti membuat rangkuman memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta 

membuang yang dianggap tidak perlu. Sehingga data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika 

diperlukan. 

2. Verifikasi Data (Conclusion Drawing) 

Proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan 

dan melakukam verifikasi data. Verifikasi merupakan langkah peninjauan 

ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan 

dengan bertukar pikiran. Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. 

3. Pengujian Keabsahan Data 

Temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk 

mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi sehingga diperoleh suatu temuan 

berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam hal ini peneliti 
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menganalisis data dengan model deduktif yaitu analisis data yang dilakukan dari 

tahap teori ke tahap pencarian fakta-fakta. Pada metode deduktif kebenarannya 

sudah dipahami secara umum, selanjutnya kebenaran tersebut akan mencapai 

pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus. Bila disimpulkan deduktif 

adalah kegiatan berpikir yang berdasar pada hal umum (teori, konsep, prinsip, 

keyakinan) yang mengarah ke hal khusus.
47

 Dalam hal ini peneliti menggunakan 

teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dalam menganalisis kendala-

kendala yang di hadapi Polres Luwu dalam pelaksanaan diversi. 

Secara operasional, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah 

yang sistematis secara jalin menjalin yakni reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan simpulan. 

1. Reduksi data dilakukan dengan penyeleksian informan, pencatatan/perekaman 

informasi data kedalam pola yang telah ditetapkan pemilihan terhadap 

dokumen yang diperlukan, serta pengembangan proposisi-proposi. Dalam 

reduksi ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan konversi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan.  

2. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif yaitu merangkai informasi 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau 

penyederhaan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data mengunakan 

teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan sehingga 
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 Harys, “Penelitian Deduktif dan Induktif”, Kaca Jop ,September 27, 2020, 

https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/ diakses pada 9 Agustus 2024 

https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/
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semua informasi yang disusun mudah dilihat dan mudah dimengerti. 

3. Penarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan 

ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan maksud untuk menguji 

kebenaran dan validitas makna yang muncul di lokasi penelitian. Setelah 

memiliki landasan yang kuat, simpulan dapat disusun lebih rinci dan utuh.
48
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 Lihat, Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandug: Remaja 

Rosdakarya, 2018), 112. 



50 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Luwu 

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang 

dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi 

menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo yang kemudian menjadi 

pemerintahan otonomi Kota Palopo. 

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke 

Kota Belopa sejak tahun 2006. Seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibukota 

Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, 

dan diresmikan menjadi ibukota sejak 13 Februari 2006.49 

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 02o3‟45” – 03o37‟30” 

Lintang Selatan dan 119o15” – 121o 43‟11” Bujur Timur dari Kutub Utara 

dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi 

Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan jarak sekitar 400 km dari Kota Makassar. 

Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di 

sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di 

sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah 

barat. 
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 https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/8 diakses pada tanggal 29 Mei 2024. 
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Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari 

pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang 

terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara 

Kota Palopo.  

Pemerintah Kabupaten Luwu menaungi 22 kecamatan, 16 kecamatan 

berada di sebelah selatan wilayah Kota Palopo, sisanya 6 kecamatan berada di 

sebelah utara Kota Palopo, yang terbagi habis menjadi 227 desa/kelurahan. 

Dari 227 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu 15 diantaranya 

terdapat di Kecamatan Bua, sementara di Kecamatan Walenrang Barat hanya 

terdapat 6 desa/kelurahan, dan selebihnya tersebar di 20 Kecamatan lainnya 

dengan jumlah rata-rata 8-13 desa/kelurahan per kecamatan.
50

   

2. Profil Kepolisian Resor Kabupaten Luwu 

Kepolisian Resor (Polres) merupakan komando Kepolisian Republik 

Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah kota/kabupaten atau biasa 

disebut Kepolisian Resor Kota. Kepolisian Resor Luwu merupakan wilayah polda 

Sulawesi selatan yang telah berdiri sejak tahun 1959 yang pada saat itu disebut 

dengan Polres 1 4 3 1 Palopo. Seiring perkembangan, pada tahun 1961 nama 

tersebut kemudian berubah menjadi Polres Luwu, kemudianpada tahun 1994 

Polres Luwu dimekarkan Menjadi dua wilayah yaitu Polres Luwu dan Polres 

Luwu Utara. Mengikuti pemekaran pemerintah daerah pada tahun 2005 Polres 

Luwu dimekarkan lagi menjadi dua wilayah yaitu Polres Luwu dan Polres Palopo 

yang kemudian pada tahun 2006 Polres Luwu berkedudukan di Kota Belopa, 

                                                     

 
50

 https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10 diakses pada tanggal 29 

Mei 2024. 
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Kabupaten Luwu hingga saat ini. 

Secara Geografis, Polres Luwu beralamatkan di jalan Merdeka Selatan No. 

3, Senga Selatan., Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Polres Luwu saat ini 

dipimpin oleh AKBP Arisandi, S.H.,S.I.K., M.SI. yang merupakan Kepala 

Kepolisian resor yang ke-23. Secara total wilayah hukum Polres Luwu memiliki 

total luas 3.000,25 km2 dan terdiri dari 22 kecamatan dan 10 Polsek diantaranya; 

Polsek Larompong, Polsek Suli, Polsek Belopa, Polsek Bajo, Polsek Pondrang, 

Polsek Bupon, Polsek Bua, Polsek Walendrang, Polsek Lamasi, Polsek Bastem.51 

Berikut ini tabel struktur jabatan Polres Luwu; 

Tabel 4.1 

Struktur Jabatan Kepolisian Resor Kabupaten Luwu 
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 https://id.scribd.com/document/628213183/Profil-polres-luwuccgf diakses pada tanggal 

29 Mei 2024. 

No Jabatan Nama 

1 Kapolres AKBP Arisandi, S.H.,S.I.K.,M.Si 

2 Wakapolres KOMPOL La Makkanenneng, S.E 

3 Kasiwas AKP Muslih, S.H 

4 Kasi Propam AKP Mirwan. H 

5 Kasi TIK AIPTU Bakri Idris 

6 Kasium AIPTU Iran Ponto 

7 Kabag OPS AKP Ahmad, S.Sos 

8 Kabag REN KOMPOL Andi Hasanuddin, S.Sos 

9 BAG SDM AKP Yosep Dendang 

10  BAG LOG AKP Samuji 

11 Kasubag Binops AKP Ralim,S.H 

12 Kasubag Strajemen & RB AKP deni Suleman 

13 Kasubag Faskom AKP Cecep.H, S.Sos 

14 KA SPKT AIPTU Abu Salam 

15 Kasat Intelkam IPTU Sumarre Usman, S.H 

https://id.scribd.com/document/628213183/Profil-polres-luwuccgf
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Polres Luwu secara umum sebagai instansi penegak hukum sesuai dengan 

pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan 

hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 
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 Arsip Kepolisian Resor Luwu, diakses pada 25 April 2024 

16 Kasat Reskrim AKP Muh Saleh, S.E.,M.H 

17 Kasat Res Narkoba IPTU Abdianto, S.Sos 

18 Kasat Binmas AKP Daud Sisang, S.H 

19 Kasat Samapta AKP PY. Catur Suhendra, S.H 

20 Kasat Lantas AKP Jumanto Agung, S.H., M.H 

21 Kasat Tahti IPTU Mursim, S.H 

22 Kasi KEU IPDA Mulyono Edy Pranoto 

23 Kasi Dokkes AIPTU Andi Mastur, S.Pd 

24 Kapolsek Larompong IPTU Ibrahim, S.H 

25 Kapolsek Belopa IPTU Dr. Marino, S.Pd, S.H.,M.H 

26 Kapolsek Pondrang AKP Hasdin, S.Sos, M.H 

27 Kapolsek Bajo IPDA Sulfadly Rahman, S.E 

28 Kapolsek Bua AKP Syarief Sikati, S.H.,M.H 

29 Kapolsek Walenrang AKP Idul 

30 Kapolsek Lamasi IPTU Darni Konta 

31 Kapolsek Bastem IPTU Aswar, S.H.,M.h 

32 Kapolsek Bupom IPTU Yakobus Rimpung, S.H 

Sumber: Kepolisian Resor Luwu
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kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undagan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum naisonal; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa; 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidik teradap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkup tugas kepolisian; 
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l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
53 

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja 

Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan 

pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 

pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan 

atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya 

deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning); 

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi 

laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta 

pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS); 

d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui 

perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan 

warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan 

perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, 
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koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus; 

e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan 

pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan 

pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), 

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek 

vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP); 

f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, 

termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan 

hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

lalu lintas; 

g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, 

penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan 

penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan 

dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah 

perairan; dan 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
54

 

3. Profil Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu 

Satreskrim Polres Luwu berada di jalan Merdeka Selatan No. 3, Senga 

Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Berikut ini adalah tabel struktur 
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 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resordan Kepolisian Sektor, 

Pasal 6. 
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organisasi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Luwu; 

Tabel 4.2 

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satreskrim dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pada Pasal 46 Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan 
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 Arsip Satuan Resese Kriminal Kepolisian Resor Luwu diakses pada 25 April 2024 

No Jabatan Nama 

1 Kasat Reskrim AKP Muhammad Saleh, S.E.,SE 

2 Kaur bin ops IPTU Suwandi 

3 Kaur Indentifikasi Muliadi, S.Sos 

4 Kaur Mintu AIPTU Awal Jusman, S.H 

5 Bamin BRIPTU Hasyuni 

6 Kanit I IPDA Moc. Ryan Kurniawan, S.Tr., K 
- BRIPKA Hamid Padang, S.T 
- BRIPTU Wilyam Robert. FT 
- BRIPTU Habil 
- BRIPTU Fardy T 
- BRIPTU Aris Mahadewa 
- BRIPTU Irwan Aris 
- BRIPDA Hajar Aswad 

7 Kanit II IPDA Sultan 
- AIPDA Misbahuddin 
- BRIGPOL Suprianto, S.H 
- BRIGPOL Wahidin Sudiro. B 
- BRIPTU Yogi Jemster 
- BRIPTU Sugianto 

8 Kanit III AIPDA Zulkarnain. T 
- AIPDA Muh. Asrifandy, S.H 
- AIPDA Ibrahim 
- BRIKA Hisrul, S.H 

9 Kanit IV IPDA M. Ibrahim 
- BRIPTU Mirda 
- BRIPDA Asman 
- BRIPDA Alif Tanggu 

Sumber: Sat Reskrim Polres Luwu
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Kepolisian Sektor
56

 dibantu oleh: 

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan 

penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan 

mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim; 

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; 

c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan 

laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan 

penyidikan dan pelayanan umum; dan 

d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di 

daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus 

kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Penerapan Restorative Justice melalui Diversi pada Tindak Pidana Anak 

di Polres Luwu 

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa mengenai prosedur pelaksanaan diversi 

diatur pada Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 65 
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 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resordan Kepolisian Sektor, 

Pasal 46. 
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Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang 

Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang secara in actual di lakukan dengan 

menerapkan restorative justice pada Polres Luwu di antaranya sebagai berikut: 

a. Penyelidik menerima laporan dan melakukan penyelidikan 

Dimulai setelah polisi penyidik menerima laporan dari masyarakat terkait 

kasus dengan pelaku anak. Setelahya, penyidik melakukan penyelidikan. 

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 

(Dua Belas) Tahun bahwa sejak surat perintah penyidikan diterbitkan maka 

penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 jam berkoordinasi dengan penuntut 

umum terkait pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penjelasan Awal Jusman 

bahwa; 

“Tahapan diversi, pertama dimulai ketika ada laporan masuk atau ada 

masyarakat melapor kalau ada anak yang semisalnya melakukan 

penganiayaan atau perbuatan pidana lainnya. Setalah laporan masuk, kami 

penyidik mulai melakukan penyelidikan supaya bisa kita pastikan apakah 

anak ini benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.”
57

 

 

Penyidik dalam hal ini selain menyelidiki tentang fakta benar atau 

tidaknya perbuatan tersebut dilakukan, mereka juga menganalisis apakah kasus 

tersebut dapat diselesaikan dengan restorative justice yaitu dengan menilai sifat 

dan dampak dari tindak pidana. Berdasarkan model restorative justice anak 

mengakui perbuatannya tanpa paksaan.
58

 Pelaksanaan restorative justice akan 
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 Awal Jusman, Kepala Urusan Adinistrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, 

Wawancara, Belopa, 25 April 2024. 
58

 Davit Setyawan, “Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang 

Bermasalah dengan Hukum” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, April 27, 2014, 

https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-

https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum
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efektif apabila anak mengakui dan menyesali perbuatannya. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam 

penerimaan laporan polisi tidak serta merta langsung menetapkan anak sebagai 

anak yang berkonflik dengan hukum. Melainkan, melakukan penyelidikan terlebih 

dahulu apakah memang benar anak tersebut melakukan perbuatan pidana atau 

tidak. Menurut penulis, hal seperti ini sudah seharusnya dan wajib dilakukan oleh 

aparat penegak hukum guna menghindari ketidakadilan yang terjadi apabila aparat 

penegak hukum salah dalam melakukan penetapan pada tersangka. Hal ini pun 

telah di sebutkan dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini.
59

 

   Tabel 4.3 Data ABH Unit PPA Sat Reskrim Polres Luwu 

 Sumber: Unit PPA Sat Reskri Polres Luwu
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bermasalah-dengan-hukum diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 

59
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana 
60

 Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu, 

diakses pada 20 Mei 2024 

No Jenis Kasus 
Tahun 

Keterangan 
2021 2022 2023 

1.  

  
Keroyok  

2 - - Diversi 

2. Aniaya - 2 - Diversi 

3. Pencurian 3 - 3 Diversi 

4. Setubuhi anak 6 9 3 Tahap 2 

5. Perbuatan cabul 2 2 2 Tahap 2 

Jumlah  13 13 8 Total 34 kasus 

https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum
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Data Unit Perlidungan Perempuan dan Anak (PPA) sat Reskrim Polres 

Luwu dari tahun 2021-2023 telah tercatat bahwa laporan masuk terkait anak yang 

berkonflik dengan hukum berjumlah 34 kasus dengan jenis kasus di antaranya; 

keroyok, aniaya, pencurian, perbuatan cabul, dan setubuhi anak. Adapun kasus-

kasus seperti keroyok, pencurian serta aniaya mencapai penyelesaian dengan 

diversi dikarenakan masih termasuk pada kasus yang cukup ringan dan memenuhi 

persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan 

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan  

2. Bukan merupakan pengulangan pidana.  

Sedangkan kasus-kasus seperti perbuatan cabul dan setubuhi anak berlanjut 

pada tahap penuntutan dikarenakan merupakan kasus dengan ancaman pidana 

cukup berat. 

Tabel 4.4 Data ABH Bidang PPA DP3A Kabupaten Luwu 

 Sumber data: Bidang PPA DP3A Kabupaten Luwu.
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Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan 
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 Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, diakses pada 13 Mei 2024 

No Jenis Kasus 
Tahun 

2022 2023 2024 

1. Kekerasan Seksual 9 4 3 

2. Kekerasan Fisik - 2 - 

3. Kekerasan Psikis - 3 - 

4. Narkotika - - 2 

         Jumlah 9 9 5 
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu pun tak luput dari laporan 

terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarakan data yang 

peneliti temui, tercatat bahwa pada tahun 2022-2024 awal terdapat 23 kasus yang 

pelakunya merupakan anak dengan jenis tindak pidana di antaranya; Kekerasan 

seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis serta narkotika.  

Berdasarkan data yang tertera peneliti menyimpulkan bahwa, kasus terkait 

anak yang berkonflik dengan hukum, baik yang tercatat pada Polres Luwu 

maupun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, kekerasan 

seksual merupakan yang paling mendominasi di antara kasus-kasus lainnya, yang 

berdasarkan penjelasan Awal Jusman bahwa;  

“Tindak pidana yang berbau seksual akan sulit diselesaikan melalui diversi 

karena kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana berat, di Polres Luwu 

pun tidak pernah ada kasus kekerasan seksual oleh anak yang berkonflik 

dengan hukum yang berhasil dilakukan penyelesaiannya dengan diversi.”
62

 

 

Peneliti menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang berkaitan dengan 

kekerasan seksual akan sulit bahkan tidak bisa ditempuh penyelesaiannya melalui 

proses diversi karena merupakan salah satu kejahatan yang berat yaitu kejahatan 

dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, sesuai kententuan pada pasal 7 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Penyidik meminta rekomendasi pada Pembimbing Kemasyrakatan. 

Tahap berikutnya adalah penyidik membuat surat untuk meminta saran 

tertulis atau penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari petugas Pembimbing 

Kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh 
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pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam 

setelah permintaan penyidik diterima. Berdasarkan penjelasan Awal Jusman 

bahwa; 

“Setelah dilakukan penyelidikan dan anak yang berkonflik dengan hukum 

sudah dipastikan bahwa memang benar telah melakukan perbuatan pidana, 

selanjutnya kami pihak penyidik berkoordinasi dengan Pembimbing 

Kemasyarakatan agar penelitian kemasyarakatan memberikan rekomendasi 

terkait bentuk penyelesaian seperti apa yang dilakukan pada kasus tersebut, 

kalau pada pihak Bapas merekomendasikan untuk melakukan diversi maka 

diversi akan dilakukan, jika tidak maka akan berlanjut ke tahap berikutnya 

yaitu tahap penuntutan, hasil penelitiannya harus ada di penyidik paling lama 

3 hari.”
63

 

 

Peneliti menyimpulkan bahwa, penyelesaian secara diversi membutuhkan 

penelitian masyarakat dalam memberikan rekomendasi penyelesaian perkara pada 

anak yang beronflik dengan hukum dikarenakan menjadi dasar bagi aparat 

penegak hukum dalam proses peradilan, serta telah dijelaskan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 

Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa 

Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian 

kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam. Hal ini membuktikan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan 

mengambil peranan yang cukup penting dalam penyelesaian perkara anak yang 

berkonflik dengan hukum. 

Penelitian kemasyarakatan laporanya berisikan terkait masalahnya, sebab 

dilakukan kenakalan, riwayat hidup ABH, latar belakang keluarga, perkembangan 

pendidikan, dan keadaan ekonomi keluarga. Selain itu, pembimbing 
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kemasyarakatan juga melakukan kunjungan kerumah ABH untuk mengunjungi 

pihak-pihak yang terkait dengan ABH untuk melakukan wawancara dengan ABH 

dan orang lain yang terlibat dengan ABH dan masalahnya.64 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pembimbing 

kemasyarakatan tidak serta merta memberikan rekomendasi pada penyidik. Akan 

tetapi, sebelumya melakukan berbagai survei pada ABH dan lingkungannya untuk 

memberikan informasi dan rekomendasi yang sesuai kepada penyidik dengan isi 

laporan yang lengkap dan kuat. Laporan peneltian kemasyarakatan diharapkan 

bukan hanya sebagai formalitas semata, akan tetapi menggambarkan dengan jelas 

alasan hal yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana serta diharapkan 

memberikan laporan mengenai gambaran tanggug jawab yang diberikan orang tua 

dalam memberikan perlindungan dan pendidikan pada anak. Dalam kerangka 

restorative justice, informasi ini akan membantu menentukan pendekatan 

pemulihan yang sesuai, seperti jenis kompensasi yang dapat diberikan pelaku 

kepada korban atau cara pelaku dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. 

c. Hasil Penelitian diterima pengupayaan diversi dimulai 

Laporan hasil penelitian masyarakat diterima dengan hasil bahwa 

direkomendasikan untuk melakukan diversi maka penyidik mulai mengupayakan 

diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah peyidikan dimulai, 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa 

dalam jangka waktu tersebut terhitung sejak dimulainya penyidikan maka 
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penyidik meberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali 

serta korban atau anak korba dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan 

perkara melalui diversi. Apabila telah disepakati untuk melakukan diversi maka 

penyidik menentukan tanggal, dan sebaliknya apabila tidak disepakati maka 

penyidik melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkannya ke penuntut umum 

dengan menyampaikan berkas perkara dan berita acara. Hal tersebut kemudian 

dikonfimasi oleh Awal Jusman yang mengatakan bahwa: 

“Kalau penelitian kemasyarakatan memberikan laporan dan 

merekomendasikan untuk diversi. Setelahnya dalam waktu paling lama tujuh 

hari diupayakan untuk melakukan diversi dengan memberitahukan dan 

menawarkan ke pihak terkait”
65

 

 

Peneliti menyimpulkan bahwa, dalam proses penyelesaian diversi 

memiliki ketetapan waktu dilakukannya dan waktu yang diberikan reltif cepat. 

Hal ini pun di dukung dengan terteranya batasan waktu tersebut pada pasal 29 

ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak bahwa pengupayaan diversi dilakukan paling lama dalam waktu 7 hari serta 

pelaksanaan diversi dengan waktu paling lama 30 hari.
66

 

Esensi penerapan restorative justice dalam hal ini yaitu pengupayaan 

dalam melibatkan partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara 

karena merupakan landasan utama dalam perwujudan keadilan bagi semua pihak. 

Kehadiran secara fisik semua pihak memberikan penghormatan bagi semua pihak 

untuk menyampaikan keinginan dan merumuska solusi bersama untuk 

menemukan win-win solution atau mencapai keutungan bersama. 
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d. Pelaksanaan diversi dimulai 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) 

Tahun, bahwa proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari dilakukan dengan musyawarah melibatkan penyidik, anak 

dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, 

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Proses diversi 

dalam hal ini dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing 

Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. 

“Setelah kedua pihak yaitu pelaku dan korban setuju untuk dilakukan diversi, 

maka diversi pun dimulai dengan difasilitasi oleh penyidik yang 

mempertemukan ABH, korban, orang tua ABH, orang tua korban, dan pihak 

terkait dengan proses dilaksanakannya diversi paling lama 30 hari setelah 

diversi dimulai”
67

 

 

Restorative justice dalam hal ini berdasar pada filosofinya yaitu 

mewujudkan keadilan yang menjadikan musyawarah sebagai landasan terciptanya 

keadilan dan perdamaian untuk semua pihak. Berpihak kepada kebenaran, tidak 

berat sebelah, dan tidak ada kesewenang-wenangan. Bentuk keadilan yang 

kemudian dikenal sebagai just a peace principle. 

Sudut pandang filosofis restorative justice ialah memiliki keterikatan erat 

dengan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah yang menjadi 

prioritas dalam pengambilan keputusan. Memiliki tujuan yaitu untuk 

memanusikan sistem peradilan dengan mempertemukan para pihak sebagai 

prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan 
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para pihak terkait. “More justice, less crime, and a way forward” yang memiliki 

arti bahwa meminta pertanggungjawaban lebih pada pelaku, dengan lebih banyak 

korban yang tertolong, dan lebih banyak kejahatan yang dapat dicegah serta 

mengurangi biaya yang ditanggung pemerintah merupakan strategi yang 

ditawarkan oleh restorative justice.68 

Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak melalui diversi 

secara prinsipal dan filosofis berdasar pada restorative justice yaitu 

mengedapankan pertanggung jawaban anak pada korban dengan memperhatikan 

kebutuhan korban tanpa melupakan tanggung jawab anak. Menciptakan moral 

mempertanggung jawabkan perbuatan serta etika dalam menyelesaikan 

permasalahan dengan mendengarkan anak serta keberanian untuk mengakui 

perbuatannya. Tanpa mengenyampingkan kepentingan anak berdasarkan pasal 8 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradikan Pidana 

Anak bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, 

kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, 

penghidaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Awal Jusman dalam wawancara menjelaskan terkait perbedaan restorative 

justice dan diversi bahwa: 

“Sebenarnya antara restorative justice dan diversi sama-sama merupakan 

penyelesaian perkara yang intinya dilakukan dengan musyawarah atau 

diselesaikan secara kekeluargaan, tapi ini restorative justice digunakan secara 

umum, sedang diversi ini dikenal di peradilan anak saja, kalau ada orang 
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bilang diversi sudah jelas bahwa itu pasti kasus yang melibatkan anak yang 

berkonflik dengan hukum. Cuma, sesuai di Undang-undang restorative 

juctice itu dipakai sebagai pendekatan diversi jadi diterapkan konsepnya yaitu 

kumpul semua pihak pelaku, korban, keluarganya, pembimbing 

kemasyarakatan dan lain lain kemudian dilakukan mi diversi yang jelas di 

luar dari proses peradilan supaya anak merasa lebih nyaman.”
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Penjelasan di atas, memberikan kesimpulan bagi peneliti bahwa antara 

restorative justice dan diversi saling terkait satu sama lain yaitu Diversi 

merupakan bagian dari restorative justice dalam konteks peradilan anak, tetapi 

restorative justice juga berlaku lebih luas dan dapat diterapkan di luar konteks 

anak, termasuk orang dewasa dan kejahatan sosial lainnya. Restorative justice 

lebih luas dan dapat diterapkan untuk segala jenis pelaku dan berbagai jenis tindak 

pidana dengan fokus pada pemulihan korban dan pelaku, sedangkan diversi 

adalah mekanisme spesifik untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana dan 

bertujuan untuk melindungi anak dari sistem peradilan formal. 

Restorative justice lebih terkait pada konsep pendekatan keadilan secara 

konsep, filosofis, dan prinsipal. Secara konsep restorative justice pada diversi 

yaitu sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam 

penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, 

pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan 

utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua 

pihak. Secara filosofis restorative justice berpijak pada Sila keempat dan kelima 

Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan 

keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan way of life (pandangan hidup) bangsa 
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Indonesia. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 

Kabupaten Luwu pun tidak luput dari penyelenggaraan penyelesaian perkara anak 

yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi yang tentu saja dengan 

menerapkan restorative justice. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengang Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3A 

Kabupaten Luwu, Suriany menjelaskan bahwa: 

“Kalau ada perkara disini yang melibatkan anak sebagai ABH maka sesuai 

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas kami melakukan diversi, 

kita kumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti pelaku, korban, 

keluarga pelaku, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan juga serta 

pihak dari Polres. Setelah itu, kita lakukan musyarawarah dan kalau 

mencapai kesepakatan damai dibuakan surat pernyataan yang dibaca dan 

dengar serta di tanda tangani oleh para pihak tersebut.”
70

 

 

Pelaksanaan diversi menerapkan restorative justice sebagai landasan 

dalam melaksanakan musyawarah yakni dengan bekerja samanya para pihak 

termasuk pada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan 

Polres Luwu dalam menyelesaikan pekara yang melibatkan anak yang berkonflik 

dengan hukum. 

e. Kesepakatan diversi berhasil 

Proses diversi terlaksana dan mencapai kesepakatan damai maka para 

pihak menandatangani surat kesepakatan, kemudian penyidik menyampaikan 

surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung 

penyidik, setelahnya mengirmkan surat dan berita acara terebut ke Pengadilan 
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Negeri guna memperoleh ketetapan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan 

tersebut, maka penyidik menerbitkan penetapan pemberhentian penyidikan. Awal 

Jusman, menjelaskan bahwa; 

“Kalau proses diversi sudah selesai dan para pihak memtuskan untuk sama-

sama damai maka kami selaku petugas membuatkan berita acara yang 

kemudian di tetapkan nantinya di Pengadilan Negeri paling lama itu tiga hari 

sejak kesepakatan diversi diterima yang kemudian penetapan itu disampaikan 

kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, 

atau hakim. Setelah keluar suat penetapannya kami selaku penyedik pun 

menerbitkan penetapan pemberhentian   penyidikan.”
71

 

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa apabila diversi 

mencapai kesepakatan damai maka pihak kepolisian membuatkan berita acara 

yang kemudian di tetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari 

setelah kesepakatan diversi diterima, kemudian menyampaikanya pada penyidik, 

pemimbing kemasyarakatan, hakim. Setelahnya penyidik pun mengeluarkan 

penetapan pemberhentin penyidikan. Dalam hal ini diversi dilakukan tetap dengan 

pelibatan semua pihak terkait yang menadakan bahwa penerapan restorative 

justice tidak lepas dari setiap tahapan diversi.  

Data dari tabel 4.3 menjelaskan bahwa pelaksanaan diversi dapat 

terlaksana dan memiliki peluang besar berhasil apabila perbuatan yang dilakukan 

merupakan kejahatan ringan, bukan merupakan tindakan berulang serta kerugian 

yang di timbulkan tidak lebih dari upah minimum provinsi. Permintaan maaf, 

penyesalan serta pertanggung jawaban anak juga menjadi suatu peluang dalam 

keberhasilan diversi.  

Berdasarkan data yang tertera, keroyok merupakan salah satu kasus ringan 
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dan bukan pengulangan yang terlapor di Polres Luwu. Keroyok merupakan suatu 

kejahatan yang dilakukan bersama-sama bertujuan agar orang yang dikeroyok 

kesakitan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Muhammad Ikhsan Ibrahim menjelaskan bahwa: 

“Kasus Keroyok yang terjadi disebabkan oleh perdebatan dikarenakan anak 

korban tidak ingin membayar uang futsal yang awalnya sudah disepakati 

bersama, akibat dari keroyok ini korban mengalami luka-luka dan lepas 

giginya”
72

 
 

Undang-undang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang perbuatan 

keroyok, akan tetapi hal ini dapat termasuk pada penganiayaan yang dilakukan 

secara bersama-sama oleh karenanya Pasal yang biasanya terkait dengan tindakan 

keroyok ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 

170 yang mengatur tentang perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang 

dilakukan secara bersama-sama. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa barang siapa 

dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara 

bersama-sama dapat dikenai hukuman pidana. Selanjutnya, pada pasal 351 KUHP 

yang mengatur tentang penganiayaan, termasuk penganiayaan yang dilakukan 

secara beramai-ramai. Pasal ini mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan, 

yang bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan dan akibat dari tindakan 

tersebut.
73

 Kasus keroyok yang diakukan oleh anak berdasarkan laporan sesuai 

dengan yang disebutkan pada KUHP dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan 

bersama-sama mengakibatkan luka pada korban. 
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Kasus keroyok yang melibatkan anak pada Polres Luwu kemudian 

diselesaikan dengan berbagai tahapan diversi yang mencapai kesepakatan damai. 

Berdasarkan penjelasan Awal Jusman bahwa: 

“Penyelesaian kasus ini mencapai kesepakatan diversi, anak dikembalikan ke 

orang tuanya dengan kesepakatan bahwa anak meminta maaf dan menyesali 

perbuatannya dan membayar biaya pengobatan pada korban” 

 

Ketulusan anak dalam memberikan permintaan maaf kepada korban serta 

kesungguhannya untuk bertanggung jawab menjadi salah satu pertimbangan 

korban dalam memberikan kesepakatan yang terbaik bagi anak. Restorative 

justice merupakan teori yang menyatakan bahwa keadilan dapat mencegah 

kejahatan, membuat pelaku merasa bersimpati pada korbannya. Pelaku meminta 

permohonan maaf dengan itikad dan niat dari hati dengan penuh ketulusan atas 

perbuatannya sehingga korban memaafkan tanpa adanya paksaan ataupun 

intimidasi. Dengan ini, maka tercapailah pemulihan pada korban dan pelaku. 

Pelaku memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar biaya pengobatan serta 

dengan tulus meminta maaf dan menyesali pebuatannya korban pun mejalani 

pengobatan serta hubungan antara pelaku dan korban pulih dan membaik. Dalam 

hal ini kesepakatan yang tercapai sesuai dengan bentuk hasil kesepakatan yang 

tertera pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yaitu perdamaian dengan mengganti kerugian dan anak di 

kembalikan kepada orang tua. 

Aniaya dan pencurian juga merupakan bagian dari kasus ringan yang 

terlapor di Pores Luwu yang penyelesaiannya berhadil dilakukan melalui diversi. 

Adapun kesepakatan atau hasil diversi tidak jauh berbeda dengan kasus keroyok 
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yaitu mengganti rugi dan anak dikembalikan pada orang tua/walinya. 

Bocharova meyakini bahwa di lubuk manusia yang terdalam terdapat 

kebaikan dasar (basic goodness) yang dapat mencegah manusia dari rasa 

keinginan membalas dendam melalui tindakan kekerasan.74  

Pertanggung jawaban dalam restorative justice pada awalnya memiliki 

konsep yang berfokus pada pemulihan korban. Seiring perkembang konsep ini 

kemudian menjadi keseimbangan pemulihan bagi semua pihak baik pelaku 

maupun masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan. Apabila pemidanaan 

dan penghukuman menjadi fokus pada pertanggungjawaban pelaku maka 

pemulihan korban menjadi nomor kesekian. Menjadikan pemidanaan sebagai 

ultimum remedium (upaya terakhir) merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai 

bentuk perlindungan pada anak berkonflik dengan hukum. 

Pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan 

restorative justice dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada 

atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. 

Selama proses diversi berlangsung dan setelah diversi dilaksanakan, pembimbing 

kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. Hal ini 

berdasarkan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana. 
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f. Diversi tidak berhasil 

Diversi dinyatakan gagal apabila dalam tahap penyidikan, penyidik gagal 

dalam pelaksanaan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara 

pihak pelaku dan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus 

tersebut kepada penuntut umum, yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita 

acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembibing 

kemasyarakatan. Berdasarkan data dari tabel 4.3 bahwa kasus berupa perbuatan 

cabul dan kekerasan seksual berlanjut pada tahap penuntutan karena sedari 

pemberian rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak 

merekomendasikan untuk melakukan diversi.  Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti bersama Awal Jusman yang menjelaskan bahwa; 

“Diversi juga tidak selamanya berhasil, ada pasti yang gagal dilakukan, salah 

satu contohnya kasus yang berhubugan dengan kekerasan seksual, ketika 

diminta rekomendasi ke pembimbing kemasyarakatan tidak akan di 

rekomendasikan untuk melakukan diversi, bukan cuma kekerasan seksual 

tapi kasus-kasus dengan ancaman pidana 7 tahun ke atas dan si ABH ini 

sudah pernah melakukan atau ini tindakan pengulangan maka jelas tidak bisa 

di lakukan diversi sesuai juga dengan ketentun undang-undang, biasanya juga 

tidak mencapai kesepakatan kalau para pihak tidak mau damai. Kalau diversi 

gagal maka dilanjutkan ketahap penuntutan, di penuntutan pun dilakukan lagi 

diversi sampai di tahap pengadilan pun tetap dilakukan ini diversi”
75

 

 

Diversi pada Polres Luwu dalam pelaksanaanya dapat menemui 

ketidakberhasilan, hal yang membuat diversi tersebut tidak berhasil adalah jenis 

kasus yang dilakukan apabila berupa kekerasan seksual yang ancaman pidananya 

di atas 7 (tujuh) tahun hal ini tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan 

diversi yang tertera pada Undang-Undang. Kerugian yang dialami oleh korban 
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begitu besar dan berdampak pada banyak masyarakat. Ketidakpuasan para pihak 

pun juga dapat menyebabkan diversi gagal, tidak ditemukannya kesepakatan yang 

menguntugkan dapat menjadi kegagalan dalam pelaksanaan diversi, oleh 

karenanya diversi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap 

tingkatan penyidikan, peuntutan, dan pemeriksaan. 

Diversi pada tahap penuntutan yaitu jaksa mengevaluasi kelayakan diversi 

dan bisa memfasilitasi mediasi lanjutan serta memastikan bahwa kesepakatan 

diversi sesuai dengan ketentuan hukum sebelum memutuskan untuk tidak 

melanjutkan kasus ke pengadilan. Perbedaan utama antara tahap diversi pada saat 

penyidikan dan penuntutan terletak pada siapa yang menginisiasi dan 

memfasilitasi proses diversi serta tahap-tahap dalam proses hukum yang terlibat. 

Diversi dan restorative justice (keadilan restoratif) menjadi dasar dari 

pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat 

dilihat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindarkan anak pelaku tindak pidana 

dari hukuman atau pemidanaan. Ketentuan diversi dan restorative justce (keadilan 

restoratif) dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian 

masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak 

pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-

pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak 
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pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan.
76

 

Kepolisian Resor Luwu dalam pelaksanaan diversi sejatinya menerapkan 

konsep restorative justice melalui diversi yaitu menyelesaikan perkara dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain 

dalam penyelesaian perkara Awal Jusman selaku Kepala Urusan Administrasi dan 

Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu menjelaskan bahwa:  

“Sat Reskrim Polres Luwu pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

(PPA) dalam hal proses peyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan 

hukum menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penahanan. 

Akan tetapi sebisa mungkin menghindari penangakapan. Terlebih lagi 

penahanan pada anak, kami mengutamakan diversi dengan penerapan 

restorative justice guna menghindarkan anak dari proses peradilan yang 

mengganggu aktivitasnya serta cap buruk pada anak.”
77

 

 

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa Sat Reskrim pada unit PPA memiliki peran utama dalam perlidungan anak 

yang beronflik dengan hukum, dengan sebisa mungkin menghindarkan anak dari 

proses peradilan yang memberatkan anak, serta memberikan perlidungan pada 

anak agar terhindar dari cap buruk dalam masyarakat dengan mengutamakan 

proses penyelesaian melalui diversi meggunakan pendekatan restorative justice. 

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses pradilan pidana, terbuka 

peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversi. Diversi tersebut 

merupakan implikasi dari pendekatan keadilan restoratif.  
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Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan bentuk penyelesaian 

konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa prilaku tersebut 

tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah 

untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian, keadilan 

restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga, pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
78

  

Hukum pidana memiliki tujuan (strafrechtscholen) yang pada umumnya 

adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak 

asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara 

dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela. 

Salah satu cara/alat dalam mencapai tujuan pidana yaitu dengan melihat 

pada teori tujuan pemidanaan yang diantaranya yaitu; teori absolut/mutlak adalah 

teori pembalasan dikarenakan membenarkan pembalasan berupa pidana secara 

mutlak, teori relative/nisbi membenarkan pemidanaan berdasarkan atau 

bergantung pada tujuan pemidanaan, teori gabungan yaitu menggabungkan tujuan 

pidana sebagai “pembalasan” dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan 

terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri. 

Teori pemidanaan yang dekat dengan restorative justice adalah teori 

tujuan/teori relatif (nisbi). Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus 
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langsung diikuti dengan suatu pidana, karena penjatuhan pidana tersebut tidaklah 

cukup hanya dengan suatu kejahatan saja, manfaat suatu pidana bagi masyarakat 

dan pelaku merupakan pertimbangan pada teori relative dengan 

mempertimbangkan perbaikan ke masa depan tetapi tanpa melupakan masa lalu.
79

 

2. Kendala dalam Penerapan Resotorative Justice Melalui Diversi Pada 

Tindak Pidana Anak di Polres Luwu 

Kepolisian Resor Luwu dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik 

dengan hukum senantiasa mengutamakan penerapan restorative justice melalui 

diversi guna mencapai kata damai, akan tetapi ada saja kendala atau penghambat 

dalam proses pelaksanaannya. 

Faktor-faktor yang mempengarhi penegakan hukum adalah subtansi 

hukum atau hukum itu sendiri, struktur hukum atau lembaga hukum, penegak 

hukum, sarana atau fasilitas, seta kultur hukum atau kebudayaan masyarakat 

terhadap hukum.
80

 

Dalam menganalisis kendala yang dialami Polres Luwu pada penanganan 

kasus anak yang berkonflik dengan hukum peneliti mengunakan teori faktor 

penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat 

beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya peyelesaian perkara anak 

yang berkonflik dengan hukum melalui diversi diantranya; 
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a. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. 

Masyarakat yang masih kental menganut paradigma bahwa segala 

perbuatan pidana yang dilakukan harus mendapatkan sanksi pidana, yang 

menyebabkan respon kurang baik di berikan oleh masyarakat apabila penyelesaian 

perkara dilakukan secara kekeluargaan. masyarakat beranggapan bahwa dengan 

penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak akan menimbulkan efek jera pada 

pelaku. 

Hal tersebut didukung oleh wawacara yang dilakukan peneliti bersama 

beberapa masyarakat kawasan Kabupaten Luwu yaitu oleh ibu Wasnia yang 

merupakan ibu rumah tangga beranggapan bahwa; 

“Kasus anak begitu banyak sekali saya liat di Facebook kayak pembullyan 

yang parah sekali, akan susah untuk damai karena misalnya dibebaskan saja 

nantinya tidak ditau bisa saja itu anak berbuat lagi dan ada lagi korbannya, 

harus dihukum sesuai perbuatannya. Korbannya kesakitan baru diselesaikan 

damai tidak adil begitu apalagi mereka sama sama ji anak”
81

 

 

Didukung pula oleh pernyataan ibu Marha yang menjelaskan bahwa; 

“Kalau ada kasus anak begitu sebenarnya bingung juga karena mauki damai 

tapi nanti tidak kapok itu anak, mau di penjara juga kasian karena masih 

anak-anak tapi kalau kejahatannya parah sekali baiknya dihukum saja 

daripada nantinya meresahkan”
82

 
 

Masyarakat lainnya pun memiliki tanggapan yang tidak jauh berbeda dari 

tanggapan masyarakat di atas yaitu ibu Nurul Huda, ibu Nurmi, ibu Dewi Budianti, 

ibu Hadori, ibu Rusnaini dan bapak Nuhung mereka beranggapan bahwa apabila 

anak yang berkonflik dengan hukum tersebut proses penyelesaian perkaranya 

dengan didamaikan maka yang terjadi adalah anak tersebut tidak akan jera dan 
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akan meraasa baik-baik saja setelahnya, yang kemudian menimbulkan rasa 

khawatir pada masyarakat bahwa anak tersebut akan melakukan perbuatan yang 

lebih parah lagi dari sebelumnya. 

Tanggapan berbeda pun diberikan oleh masyarakat lainnya, salah satunya 

ibu Nurani yang berprofesi sebagai seorang guru di salah satu Taman Kanak-

Kanak di Kabupaten Luwu, ia beranggapan bahwa; 

“Biasanya ada memang jenis anak-anak yang bisa dibilang nakal, agak susah 

untuk mendengarkan dan cenderung jail, seperti anak-anak yang masih TK 

itu biasanya mereka kenakalannya kayak saling ejek ji, tapi ada juga sebagian 

yang sampai memukul. Sebagai guru, untuk anak-anak di diusia seperti itu 

biasanya kami berikan pengertian lalu di damaikan, tapi juga kalau ada yang 

sampai memukul ada orang tua yang marah dan tidak terima, nah kalau 

sampai di tahap ini agak sulit bagi kami untuk mendamaikan lagi. Tapi 

memang bagusnya anak-anak seperti ini didamaikan saja di beri pengertian 

dan bimbingan dengan harapan semoga menjadi lebih baik lagi.”
83

 

 

Tanggapan tersebut pun didukung oleh ibu Nurimani yang menjelaskan 

bahwa; 

“Sebaiknya didamaikan saja, kan namanya masih anak-anak masih panjang 

perjalanan mereka untuk belajar, dan anak pun kalau dimasukkan ke penjara 

psikisnya bisa terganggu, setidaknya mereka masih bisa dibimbing dan diberi 

pengarahan agar lebih baik.”
84

 

 

Kedua tanggapan di atas didukung pula oleh tanggapan Ibu Muzdalifah, 

bahwa;  

“Anak yang berkonflik dengan hukum tidak serta merta langsung dihukum 

pasti ada proses pendamaian yang dilakukan, karena anak-anak ini sangat 

dilindungi oleh karenanya sudah seharusnya anak tersebut didamaikan dan di 

beri bimbingan.”
85

 

 

Berdasarkan tanggapan-tanggapan masyarakat tersebut peneliti 
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menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian 

kasus dengan didamaikan tidak akan membuat anak jera, sehingga menimbulkan 

ketakutan-ketakutan bahwa anak tersebut akan mengulang tindakannya bahkan 

melakukan hal yang lebih parah lagi. Ditakutkan pula, anak-anak tersebut ketika 

dewasa akan lebih mudah melakukan kejahatan-kejahatan karena sejak kecilnya 

telah terbiasa. 

Berbeda dengan tanggapan sebelumnya, sebagian masyarakat pun 

memberikan tanggapan untuk mendamaikan dan melakukan pembimbingan pada 

anak yang berkonflik dengan hukum lebih baik dikarenakan mereka merasa bahwa 

anak-anak sangatlah rentan psikisinya. Oleh karena itu didamaikan dengan 

pembimbinga merupakan solusi tebaik dengan harapan bahwa anak tersebut akan 

menjadi lebih baik kedepannya. 

Wayne R. Lafave, mengemukakan bahwa segala perbuatan pidana yang 

timbul harus dijatuhi sanksi pidana agar menciptakan efek jera agar tidak lagi 

mengulagi kejahatan, hal ini mendukung paradigma sebagian besar masyarakat 

yang menyatakan bahwa melakukan kejahatan haarus pula dibalas dengan sanksi 

yang setimpal agar sipelaku jera. 

Pidana tidak hanya menyangkut sanksi, tapi juga bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat membedakan mana perbuata baik dan mana yang buruk. 

Tujuan pidana sebagai detternce effect pada hakikatnya sama dengan teori relatif 

terkait dengan prevensi khusus. Memperbaiki pelaku kejahatan kearah yang lebih 

baik, agar masyarakat dapat menerimanya ketika kembali dan tidak lagi 
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mengulangi perbuatan jahatnya.
86

 

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan terkait diversi pada 

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebabkan timbulnya pemikiran masyarakat 

bahwa baik penyelesaian perkara maupun penghukuman bagi anak sama dengan 

penghukuman pada orang dewasa. Berdasarkan wawancara Awal Jusman, 

menjelaskan bahwa: 

“rata-rata masyarakat masih belum mengetahui terkait perbedaan 

penyelesaian perkara antara anak dan dewasa, mereka belum mengenal 

terkait diversi sehingga menyamakan antara anak dan dewasa, apabila anak 

melakukan penganiayaan atau pemerkosaan maka masyarakat akan 

beranggapan bahwa anak tersebut seharusnya di penjara, masarakat 

cenderung menolak perdamaian dikarenakan rasa sakit yang dialami korban, 

padahal sebenarnya anak memiliki sistem peradilan tersendiri dalam 

penanganannya, mereka di istmewakan karena tetap harus dilindungi sesuai 

peraturan perundang-undangan”
87

 

 

Dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi tidak lain adalah akibat 

kurangnya pemahaman masyarakat sehingga menjadi tugas para penegak hukum 

memberikan pemahaman atau memberikan penguatan pada masyarakat agar lebih 

memudahkan dalam pelaksanaan diversi. Kuranganya pemahaman masyarakat 

bahwa dalam pelaksanaan diversi menggunakan restorative justice sebagai 

pendekatan yang berorientasi selain pada perlindungan anak, pun memperhatikan 

kepentingan korban dengan penyampaian kebutuhan korban yang wajib 

dilakanakan oleh anak demi perbaikan atau pemulihan baik itu bagi anak maupun 

korban. 
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Hambatan pun ada pada anak, bahwa ketidakmampuan anak dalam 

memenuhi permintaan korban dalam hal menggati rugi. Hal ini, dijelakasan oleh 

Awal Jusman, bahwa: 

“Ada juga ABH yang tidak dapat memenuhi keinginan korban dalam 

mengganti rugi, sebagai contoh biaya perobatan, atau kerusakan yang 

ditimbulkan pelaku yang bagi pelaku idak dapat meggati karenabiaya yang 

besar” 
88

 

 

Peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan ABH dalam bertanggung 

jawab berupa ganti rugi terhadap kerugian korba juga merupakan salah satu 

hambatan yang dapat membuat proses diversi menjadi musyawarah yang alot dan 

membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan.  

b. Faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum 

Salah satu peranan penting dalam sebuah proses penegakan hukum adalah 

sarana dan fasilitas yang lengkap, apabila sarana dan fasilitas tidak memadai maka 

hal yang terjadi adalah proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. 

Sarana dan fasilitas yang memadai memiliki fungsi penting dalam 

mempermudah proses penegakan hukum, selain itu dapat memberikan hasil yang 

maksimal serta menigkatan produktivitas bagi instansi. 

Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa yang menjadi salah satu 

faktor penghambat yang dialami oleh aparat kepolisan adalah sarana dan fasilias 

yang belum memadai. Berdasarkan keterangan Awal Jusman bahwa: 

 “Hal lain yang menjadi penghambat kami dalam penaganan di Polres Luwu 

adalah sarana berupa ruang pelayanan khusus anak serta sel khusus anak 

yang belum tersedia. Untuk saat ini yang tersedia hanya empat sel tahanan, 

kalau digambarkan, sel tahanan itu masing-masing sisi dua sel dan saling 
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berhadapan dan ditengahnya itu kayak lorong, bagian depan sel dipakai besi 

dan untuk pembatas samping itu tembok. Serta ruangan penyidikan masing 

masing unit termasuk unit PPA.”
89

 

 

Wawancara tersebut didukung dengan tabel sarana dan fasilitas pada 

Reskrim Polres Luwu bagian PPA dalam pelaksanaan kasus yang melibatkan anak. 

Tabel 4.5 Data Inventaris Reserse Kriminal Polres Luwu 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterangan serta data tersebut bahwa pada unit PPA terdapat 

5 (lima) buah laptop yang digunakan oleh masing-masing penyidik, sel tahanan 

yang jumlah keseluruhannya di Polres Luwu sebanyak 4 sel yang apabila 

digambarkan maka sel tersebut berada di satu ruangan, terbagi menjadi dua sisi 

yang masing-masing sisinya dibatasi oleh tembok dan bagian depan menggunakan 

besi penghalang, antara kedua sisi tersebut di tengahi oleh lorong. Penahanan ABH 

dan perempuan dipisahkan akan tetapi tetap dapat saling berkomunikasi dalam 

artian bahwa keadaan antara anak dan dewasa dalam sel tersebut tidak dipisahkan 

dengan baik. Antara anak dan dewasa masih dapat berhubungan. Keterbatasan 

terletak pada ruang khusus yang ramah anak atau fasiltas ruang pelayanan khusus 

dalam melaksanakan penyidikan dikarenakan hanya ada ruang unit PPA yang juga 

di fungsikan sebagai ruang penyidikan.  
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 Arsip Satuan Resese Kriminal Kepolisian Resor Luwu diakses pada 20 Mei 2024 

No Nama barang Jumlah 

1 Laptop pada unit PPA 5 

2 Sel Tahanan 4 

3 Ruang penyidikan 4 

Sumber: Sat Reskrim Polres Luwu unit PPA
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada Polres Luwu terdapat ruang 

bermain anak yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain bagi masyarakat yang 

berkpentingan membawa anak maka ruang tersebut dapat digunakan sebagai 

tempat yang cukup menyenangkan bagi anak yang datang ke Polres Luwu. Penulis 

menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat 

penting dalam hal penegakan hukum dan memberikan pengaruh pada kinerja para 

aparat penegak hukum. Tanpa sarana dan fasilias yang memadai aparat penegak 

hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanaka perannya. Dengan sarana 

dan fasilitas yang tidak terpenuhi tersebut berarti tidak memenuhi pasal 30 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradila Pidana Anak 

bahwa anak yang ditangkap wajib di tempatkan pada ruang pelayanan khusus. 

 Ruang Pelayanan Khusus kemudian dijelaskan pada pasal 1 (2) Peraturan 

Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan 

Khusus dan Tata cara pemriksaan sanksi dan/atau Koban Tindak Pidana, bahwa 

Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang 

aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana 

termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut 

diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang 

ditangani di kantor polisi.
91

 Ruang pelayanan khusus memberikan rasa aman pada 

anak oleh karennya seharusnya ruang tersebut disedikan pada Polres Luwu. 

Tidak adanya sel khusus anak berarti mereka di gabungkan bersama 

narapidana dewasa. Hal ini menimbulkan narapidana dewasa memiliki 
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kecenderungan mempengaruhi atau menghasut narapidana anak sehingga mereka 

akan mempelajari kejahatan lain ketika berada dalam sel yang di campur dengan 

narapidana dewasa. Dampak lain ialah ketika anak tersebut keluar dari penjara 

maka pandangan dari masyarakat akan kurang baik karena melihat anak yang 

masih kecil sudah masuk ke dalam penjara itu berarti dia jahat, oleh karena itu 

tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan di label sebagai orang jahat 

semasa hidupnya walaupun dia sudah menjalani hukumannya di dalam penjara.  

c. Faktor penegak hukum 

Kurangnya jumlah penyidik PPA menjadi salah satu penghambat dalam 

penyelsaian perkara yang melibatkan anak, bukan hanya itu latar belakang 

akademik pun menjadi tantangan bagi para penyidik dalam penaganan perkara 

anak. Pada bagian PPA Polres Luwu memiliki 5 orang penyidik yang dapat dilihat 

pada tabel 4.2 struktur organisasi reserse kriminal yaitu Kanit IV atau unit PPA 

diantaranya IPDA M. Ibrahim, BRIPTU Mirda, BRIPDA Asman dan BRIPDA 

Alif Tanggu serta AIPTU Awal Jusman selaku narasumber.  

Jumlah penyidik yang terbilang sedikit yaitu hanya 5 penyidik di antara 

penangan kasus perempuan dan anak tentu saja hal tersebut menjadi kendala bagi 

para penyidik. Selain itu latar belakang yang kurang sesuai dikarenakan pada unit 

PPA penyidiknya belum mengikuti pelatihan teknis yang telah tercantum sebagai 

syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan 

yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang 

harus dipenuhi, yaitu:  
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1) Telah berpengalaman sebagai penyidik; 

2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;  

3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak  

Berdasarkan penjelasan oleh Awal Jusman bahwa: 

“Kalau sertifikasi ketentuannya memang harus dimiliki oleh penyidik, untuk 

unit PPA Polres Luwu belum ada karena tidak semuanya bisa mendapatkan 

waktu itu, hampir seluruh wilayah Sulsel belum punya itu”
92

 

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa maraknya kasus-

kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan di Kabuaten Luwu dibanding 

dengan jumlah petugas unit PPA Polres Luwu yang sedikit tentu saja menjadi 

hambatan besar dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, ditambah lagi dengan 

latar belakang yang kurang sesuai yaitu belum adanya penyidik unit PPA Polres 

Luwu yang memiliki sertifikasi pelatihan teknis sesuai dengan Undang-Undang 

dengan kebutuhan penyidikan kasus terkait anak juga menjadi hambatan 

dikarenakan dalam hal penanganan seperti ini dibutuhkan kemampuan khusus 

yaitu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, 

berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. 

Hambatan merupakan suatu hal yang dapat mengurangi keefektivitasan 

suatu peraturan untuk dilaksanakan, begitu pun dengan pelaksanaan diversi pada 

sistem peradilan pidana anak di Polres Luwu, hingga untuk meminimalisir 

hambatan tersebut Polres luwu mengupayakan beberapa hal yaitu dengan 

melakukan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat terkait perlindungan anak 

baik itu anak sebagai korban, anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak 
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yang menjadi saksi. Bukan hanya turun ke masyarakat akan tetapi, juga turun 

langsung di lingkungan sekolah dan mengedukasi anak-anak remaja agar 

menghindari kenakalan-kenakalan yang nantinya menjerumuskan serta 

menimbulkan kerugian bagi anak itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara 

bersama Awal Jusman, yang menjelaskan bahwa: 

“Untuk saat ini Polres Luwu mengupayakan untuk meminimalisir kendala 

dalam pelaksanaan diversi dan juga meminimalisir perbuatan pidana pada 

anak yaitu dengan melaksakan sosialisasi pada masyarakat dan juga 

disekolah-sekolah”
93

 

 

Peneliti menyimpulkan bahwa dari segala kendala yang ada, Polres Luwu 

tetap konsisten dalam melaksanakan tugas serta mengupayakan segala cara dalam 

mencegah terjadinya kasus yang melibatkan anak. Polres Luwu senantiasa 

melakukan sosialisasi, mengedukasi melalui media-media yang dapat di jangkau 

oleh masyarakat, turun langsung kelapangan yaitu kesekolah-sekolah dan 

masyarakat. Berkolaborasi dengan pihak-pihak desa, Dinas Pendidikan, Dinas 

Perlidungan Perempuan dan Anak demi melakukan upaya pencegahan tersebut. 

Dengan upaya-upaya ini peneliti berharap sekiranya dapat meminimalisir kasus-

kasus yang melibatkan anak yang behadapan dengan hukum. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan peneliti dari bab-bab sebelumnya terkait dengan 

Penerapan restorative juctice melalui diversi pada tindak pidana anak di Kepolisian 

Resor Luwu: 

1. Penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak di 

Kepolisian Resor Kabupaten Luwu telah dilaksanakan semaksimal mungkin 

dengan pelibatan para pihak sesuai yang tercantum pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melalui 

tahapan atau proses diversi berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang 

Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang dalam setiap tahapannya 

menerapkan prinsip restorative justice yaitu mengupayakan pelibatan semua 

pihak dalam pengambilan keputusan, melakukan musyawarah dengan 

melibatkan partisiapasi aktif dari para pihak dengan tidak mengenyampingka 

kepentingan korban, menciptakan diskusi yang dapat membawa anak 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ketulusan permohonan maaf 

dan penyesalan akan perbuatan yang dilakukan, serta dengan penuh tanggung 

jawab memenuhi kerugian yang dialami korban dan memulihkan kembali 

hubungan baik itu antar anak dan korban hingga masyarakat yang terdampak. 

2. Kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor diataranya; masyarakat yang 

kurang memahami terkait perbedaan penyelesaian kasus antara anak dan 
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dewasa, pradigma yang masih berlaku di masyarakat bahwa segala perbuatan 

pidana harus mendapat sanksi pidana agar tercipta jera bagi para pelaku, 

ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi keinginan korban atau pelaku tidak 

mampu membeikan ganti rugi pada kerusakan yang dialami korban. Faktor 

selanjutnya adalah sarana dan fasiltas yang kurang memadai berupa ruang 

khusus bagi anak serta sel tahanan khusus anak yang belum ada hingga 

menghambat penyidik. Selain itu, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum 

juga menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak. 

B. Saran 

Peneliti memberikan apresiasi yang sangat besar bagi aparat penegak 

hukum Kabupaten Luwu atas segala usaha yang dikerahkan dalam meneggakan 

hukum serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang senantiasa mengharapkan 

keadilan. Alangkah lebih baiknya apabila memberikan penguatan hukum pada 

masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan pidana Anak, selain itu memperkenalkan dan memberikan pemahaman 

akan makna restorative justice merupakan hal yang sangat diperlukan agar 

masyarakat memahami bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus dengan 

pembalasan seperti pemidanaan. Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan 

musyawarah yang menciptakan pemulihan dan pertanggungjawaban bagi anak. 

  Pengutan dan pemberian pemahaman ini dapat dilakukan dengan 

sosialisasi tidak hanya secara langsung turun pada masyarakat. Akan tetapi 

menyebarkannya pula pada media sosial yang dengan mudah dijangkau oleh 

masyarakat luas terkait hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. 
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Memperkuat pedidikan moral dan tetap menjaga lingkungan anak 

merupakan salah satu solusi yang baik untuk menjaga anak agar terhidar dari 

perbuatan menyimpang. Selain itu, pendidikan parenting sangat dibutuhkan dalam 

melengkapi peran orang tua untuk mendidik dan menjaga lingkungan anak guna 

menghindarkan anak dari hal-hal yang menyimpang.  

Segera melengkapi sarana fasilitas yang dibutuhkan berupa ruang ramah 

bagi anak atau ruang pelayanan khusus serta sel khusus anak. Melengkapi 

sertifikasi pada penyidik anak sehingga dapat meberikan perlidungan, rasa nyaman 

serta menghilangkan rasa terintimidasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 

Terakhir, kurangnya data yang di dapatkan peneliti terkait jumlah kasus anak yg 

berkonflik dengan hukum sehingga pembaca hanya mengetahui sebagian dari 

jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu. 
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